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„„Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri‟‟ 
(AQ, Ar-Ra‟ad ayat 11) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
x 
 
ه Ha H Ha 
ء Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Z|ukira 
3. بهذي Yaz|habu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
xi 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ى  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و  Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...ي  Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
أ...ي  Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
أ...و  Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
xii 
 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l / raud}atul at}fa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
xiii 
 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuz|una 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
xiv 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
  ام ودمحملوسرلاإ  Wa ma> Muhammdun illa> rasu>l 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Rohmat Sutanto, NIM. 142111089, “PENERAPAN FATWA DSN MUI 
NO.08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG AKAD MUSYA>RAKAH  TERHADAP 
PELAKSANAAN AKAD MUSYA>RAKAH PADA BMT MARHAMAH 
CABANG KALIBAWANG WONOSOBO.” 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pembiayaan musya>rakah 
pada BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo dan kesesuaiannya 
dengan fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini desain yang 
digunakan adalah penelitian lapangan (field resarch) yakni dengan meneliti 
praktik pembiayaan musya>rakah di BMT Marhamah Cabang Kalibawang 
Wonosobo. Sumber data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data 
sekunder. Data primer bersumber pada subjek penelitian, informan, dan 
narasumber. Data sekunder bersumber pada dokumen-dokumen tertulis.Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara serta studi 
terhadap dokumen-dokumen tertulis. Dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu 
dengan tujuan untuk melihat kesesuaian antara pembiayaan musya>rakah di BMT 
Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo tersebut dengan fatwa DSN-MUI 
No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musya>rakah. 
 
Dari penelitian ini peneliti menemukan hasil bahwa mekanisme akad 
pembiayaan musya>rakah di BMT Marhamah Cabang Kaibawang Wonosobo 
sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 hanya saja 
masih ada beberapa yang perlu dimaksimalkan dalam akad pembiayaan 
musya>rakah seperti dalam pemantauan usaha nasabah, pembagian hasil dan 
kerugian agar tercapai maslahah antara pihak BMT dan Nasabah. 
 
 
Kata Kunci: Akad, pembiayaan, musya>rakah 
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ABSTRACT 
 Rohmat Sutanto, NIM. 142111089, „„THE APPLICATION OF FATWA 
DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 CONCERNING MUSYA>RAKAH 
CONTRACT TO THE IMPLEMENTATION OF MUSYA>RAKAH 
CONTRACT IN BMT MARHAMAH KALIBAWANG WONOSOBO 
BRANCH‟‟ 
The objective of this research to determine the musya>rakah financing 
practices on Syariah BMT Marhamah Kalibawang Wonosobo Branch and 
compliance with fatwa of DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000. This study desi 
is field research is by examining practices in BMT Marhamah Kalibawang 
Wonosobo Branch. Data source in this research primary data source and 
secondary data source. The primary data source on the subject of research, 
informants, and interview. Secondary data sources are written documents. Data 
collection techniques in this study was to interview and study of written 
documents. With a qualitative descriptive method, that is the purpose of seeing 
the correspondence between musya>rakah  at BMT Marhamah Kalibawang 
Wonosobo Branch with fatwa of DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 on 
musya>rakah. 
 
This research found that the mechanism of musya>rakah financing contract 
in BMT Marhamah Kalibawang Wonosobo Branch is in accordance with the 
fatwa of DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 there are still some that must be 
maximized in musya>rakah financing contract as in customers business 
monitoring, profit sharing and loss to achieve maslahah between the BMT and 
customers. 
 
 
Keywords: Contract, musya>rakah financing. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Fatwa ialah suatu perkataan dari Bahasa Arab yang memberi arti 
pernyataan dari pernyataan hukum mengenai suatu masalah yang timbul 
kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Peran penting dalam dikeluarkannya 
sebuah fatwa adalah para ulama yang mengerti tentang hal syariat, dalam hal 
ini mengenai hukum-hukum muamalat.1 
 Lembaga Keuangan Syariah menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) 
adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan 
yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini 
menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur 
kesesuaian dengan syariat Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga 
keuangan. Beberapa institusi tersebut antara lain adalah bank, koperasi, dan 
BMT.2 
Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi 
keislaman tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang 
bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di 
dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal Dewan 
Syariah Nasional atau DSN.3 
  
                                                             
1
 DSN-MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta : Erlangga, 2014) hlm. 12. 
2
 Ibid. 
3
 Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah (Jakarta: 
Bank Indonesia 1999), hlm. 22. 
2 
 
 
 
Salah satu pemegang faktor terpenting dalam perekonomian Islam adalah 
adanya Baitul Mal wa Tamwil (BMT). BMT berperan penting dalam 
berjalannya perekonomian yang ada, bahkan turut andil dalam membantu 
perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. 
Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang 
isinya berintikan bayt wa at-tamwil dengan kegiatan mengembang usaha-usaha 
produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi 
pengusaha kecil bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang 
pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan 
zakat, infak, sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanat. 
BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non 
perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok 
Swadaya Masyarakat (KSM).4 
BMT merupakan pelaku ekonomi baru dalam kegiatan perekonomian 
nasional yang beroperasi dengan prinsip syariah. BMT merupakan fungsi 
lembaga keuangan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, 
penyaluran dana pada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa lainnya. 
Kontribusi BMT dalam pemberdayaan masyarakat usaha mikro sangat nyata 
terutama masyarakat yang tidak memiliki akses dengan perbankan. Dengan 
adanya BMT masyarakat sangat terbantu dengan jasa-jasa dan pembiayaan 
untuk modal usaha. Produk-produk yang ada didalam BMT adalah untuk 
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Ahmad Hasan Ridwan, Manajamen Baitul Mal Wa Tamwil, (Bandung : CV Pustaka 
Setia, 2013), hlm. 23. 
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Produk penghimpunan dana prinsip Jual beli Mura>bah}ah, Istisna’, Sala>m, dan 
Ija>rah Wa Ishtisna’, Prinsip Bagi Hasil Mud}a>rabah dan Musya>rakah, 
sedangkan untuk jasa yaitu waka>lah, H}iwa>lah, Kafa>lah, Rahn, Qardh, Sharf, 
Ija>rah, dan Qard}ul H}asan.5 
Pemerataan pertumbuhan ekonomi bisa sampai lapisan yang paling bawah, 
khususnya wilayah Wonosobo dan sekitarnya, maka didirikan sebuah jasa 
Lembaga Keungan Syariah yang orientasi pada pemberdayaan ekonomi 
masyarakat kecil menengah dengan sistem operasionalnya berdasarkan pada 
syariah Islam. Lembaga Keuangan Syariah tersebut bernama BMT Marhamah. 
BMT Marhamah yang berkantor pusat di Jl. T. Jogonegoro, Wonosobo, 
merupakan BMT yang sangat dikenal oleh masyarakat Wonosobo, kini BMT 
Marhamah memiliki 16 kantor cabang di wilayah Wonosobo, Banjarnegara, 
dan Purworejo. BMT Marhamah Cabang Kalibawang yang beralamat di Jl. 
Raya Pasar Kalibawang merupakan salah satu kantor cabang di wilayah 
Kabupaten Wonosobo. BMT Marhamah Cabang Kalibawang, kini di tahun 
2018 memiliki jumlah nasabah mencapai 1.674 nasabah, dengan total aset 
outstanding mencapai angka Rp9.397.271.000,00. Pada awal berdirinya BMT 
Marhamah ini bertujuan untuk perekonomian di sekitar BMT Marhamah serta 
melayani kebutuhan perbankan bagi golongan-golongan ekonomi ke bawah 
yang tidak terjangkau oleh bank umum.  
Pada dasarnya BMT Marhamah didirikan dengan tujuan menjadi lembaga 
keuangan yang akan memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah 
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Ahmad Hasan Ridwan, Manajamen Baitul Mal.....,hlm. 27. 
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kepada masyarakat dan dapat member solusi permodalan bagi pengusaha-
pengusaha kecil menengah, seperti pedagang, petani, pegawai, dan lain-lain. 
Selain itu BMT Marhamah merupakan BMT yang sudah masuk dalam PBMTI 
(Penghimpunan Baitul Maal Wa Tamwil Indonesia) dan menjadikan BMT 
yang sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia karena tidak semua BMT 
menjadi anggota PBMTI.6 
Berdirinya BMT Marhamah ini membantu perekonomian masyarakat kecil 
menengah. Hal ini terjadi karena adanya akad-akad pembiayaan yang 
mendorong berjalannya roda perekonomian. Salah satu akad yang digunakan 
adalah akad musya>rakah, akad ini bertumpu pada kerjasama antara dua pihak 
atau lebih untuk melakukan sebuah usaha tertentu, dimana masing-masing 
pihak memberikan tidak hanya kontribusi dana melainkan usaha yang 
dilakukan bersama-sama dan keuntungan serta resiko akan ditanggung bersama 
sesuai dengan kesepakatan.7 
 Seperti halnya pelaksanaan akad musya>rakah di BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo antara nasabah dengan pihak BMT dimana mereka 
memberikan kontribusi modal masing-masing, kemudian porsi kerjanya 
nasabah menjalankan usahanya sedang BMT sebagai pengawas. Sedangkan 
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan yaitu 30% untuk BMT dan 
70% untuk anggota dan jika terjadi kerugian yang menanggung kedua belah 
pihak tetapi nasabah diwajibkan mengembalikan modal yang telah dikeluarkan 
                                                             
      6 Sulistyowati, Administrasi BMT Marhamah Wonosobo, Wawancara Pribadi, 22 
Oktober 2018 jam 10.00 – 10.30 WIB. 
 
7
 Muhammad Sholahuddin, Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam, (Yogyakarta: 
Ombak 2014) hlm .11.
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oleh BMT. Adanya jaminan hanya digunakan untuk mengikat amanah.8Akad 
musya>rakah menurut Para ahli fiqih mendefinisikan sebagai akad antara orang-
orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Keuntungan dapat 
berbeda di antara mereka apabila keuntungan ini telah ditentukan dalam 
persyaratan kontak.9 Para fuqaha sepakat untuk menanggung kerugian diantara 
para mitra secara proposional dengan bagian dari masing-masing modal yang 
disebut sebagai “wad}i’ah” (kerugian).10 
Dari pemaparan latar belakang di atas maka penulis merasa sangat perlu 
mengetahui kesesuaian antara penerapan akad musya>rakah dengan fatwa DSN 
MUI No 8 Th 2000. Oleh karena itu penulis tertarik mencari jawaban dari 
fenomena yang terjadi lalu dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: 
Penerapan Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad 
Musya>rakah Terhadap Pelaksanaan Akad Musya>rakah pada BMT Marhamah 
Cabang Kalibawang Wonosobo. 
B. Perumusan Masalah 
  Dengan adanya latar belakang yang diatas dan dikaji lebih dalam maka 
dari pada itu penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan Akad musya>rakah di BMT Marhamah Cabang        
Kalibawang Wonosobo? 
                                                             
8
 Rony Prasetyo, Manager, Wawancara Pribadi, 23 Oktober 2018, Jam 10.00 – 11.00 
WIB. 
      
9
 Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari‟ah,   
( Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 79. 
      
10
 Khosyi‟ah siah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 
hlm. 211. 
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2. Apakah Pelaksanaan Akad musya>rakah di BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.  Tujuan 
 Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah 
untuk memenuhi tugas akademik, selain itu berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: 
a). Untuk mengetahui Pelaksanaan Akad musya>rakah di BMT Marhamah 
Cabang Kalibawang Wonosobo. 
b).  Untuk mengetahui Penerapan fatwa DSN-MUI No.08 tahun 2000 
tentang Akad musya>rakah di BMT Marhamah Cabang Kalibawang 
Wonosobo. 
2. Manfaat 
Adapun manfaat penelitian ini adalah:  
a).   Secara teoritis 
Dalam penelitian ini diharapkan agar menjadi hasil penelitian yang 
nantinya dapat memberikan dan menambah pengetahuan tentang hal-
hal yang berhubungan dengan akad musya>rakah terutama dalam 
perspektif fatwa DSN-MUI NO.08 tahun 2000 tentang musya>rakah. 
b).   Secara Praktis 
 Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Lembaga 
Keuangan Syariah, khususnya bagi BMT Marhamah Cabang 
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Kalibawang Wonosobo dalam mengimplementasikan akad musya>rakah 
serta mematangkan dalam pembuatan produk yang terdapat di BMT 
tersebut. Sehingga secara tekhnis bisa sejalan dengan fatwa. 
D. Tinjauan Pustaka 
Kajian pustaka merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian 
sebelumnya yang mempunyai kekuatan dan landasan teori yang telah teruji 
adapun penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang 
diangkat dalam penelitian ini oleh penulis, yaitu antara lain: 
Skripsi dengan judul “Analisis Akad Pembiayaan Musya>rakah di Baitul 
Maal Wa Tamwil (BMT) Artha Barokah Jl Imogiri Barat Ketandan Imogiri 
Bantul”.Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Manjemen 
Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2015. dalam penelitian ini 
penelitian lebih meniti beratkan pada prosedur akad musya>rakah, mekanisme 
akad pembiayaan musya>rakah dan apa yang menjadi kendala oleh para pihak 
dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah.11 
Skripsi Kholil Ikhsanudin, dalam penelitian yang berjudul “Analisis 
Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pembiayaan Musya>rakah 
di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Surya Sekawan Weru, IAIN 
Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syari‟ah, 
2016. Skripsi ini menganalisis tentang bagaimana perbedaan pendapatan Usaha 
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 Nita Setyawati, “Analisis Akad Pembiayaan Musya>rakah Baitul Maal Wa 
Tamwil(BMT) Artha Barokah Jl Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul”, Skripsi, tidak 
diterbitkan, Jurusan Menejemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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Mikro, kecil dan Menengah sebelum dan sesudah menerima Pembiayaan 
musya>rakah pada Jasa Keuangan Syariah BMT Surya Sekawan Weru.12 
Skripsi  dari  Siti  Hanafiah  dengan  judul  “Aplikasi  Sistem  Pembiayaan 
Musya>rakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Pada Bank Syariah Cabang 
Surakarta), IAIN Surakarta, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, 2010. Dalam 
Penelitian ini peneliti menitiberatkan pada aplikasi sistem pembiayaan 
musya>rakah dan apakah sistem pembiayaan musya>rakah sudah sejalan dengan 
hukum Islam. Dan hasil dari penelitian ini, bahwa sistem pembiayaan 
musya>rakah sudah sejalan dengan hukum Islam. Tetapi dalam penyelesaian 
perselisihan berdasarkan data pada tahun 2009 dalam akad penunjuk 
pengadilan dalam lingkup pengadilan umum, padahal seharusnya penyelesaian 
sengketa perbankan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.13 
Skripsi dari Riyani Ayu Ningrum dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian 
Pembiayaan Dengan Prinsip Musya>rakah Pada Baitul Maal Wat Tamwil 
(BMT) Insan  Kamil  di  Surakarta”,  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta,  
Fakultas Hukum, 2014. Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan 
perjanjian pembiayaan dengan prinsip musya>rakah menggunakan teori 
musya>rakah dan UU mengenai perjanjian dan kebebasan kontrak.14 
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 Kholil Ikhsanudin, “Analisis Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada 
Pembiayaan Musya>rakah  di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Surya Sekawan Weru‛, 
Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Perbankan Syari‟ah IAIN Surakarta, 2016. 
13
 Siti Hanafiah , “Aplikasi Sistem Pembiayaan Musya>rakah dalam Perspektif Hukum 
Islam (Pada Bank Syariah Cabang Surakarta)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, 
2010. 
14
 Riyani Ayu Ningrum, ”Pelaksnaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip 
Musya>rakah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Kamil Di Surakarta”, Skripsi, tidak 
diterbitkan, Fakultas Hukum, 2014. 
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    Dari berbagai penelitian di atas dengan penelitian yang ada juga terlibat 
bahwa ada kedekatan judul penelitian yang peneliti lakukan. Letak perbedaan 
pada tempat penelitian yang peneliti teliti dan pada titik tekan yang peneliti 
rumuskan. Pada Skripsi Nita Setyawati pada skripsinya membahas tentang 
prosedur dan mekanisme akad musya>rakah. Pada Skripsi Kholil Ikhsanudin 
menekankan analisis pendapatan usaha sesudah dan sebelum menerima 
pembiayaan musya>rakah. Pada skripsi Siti Hanafiah menekankan pada 
pembiayaan musyarakah kesesuaian dengan hukum islam. Pada skripsi Riyani 
ayu Ningrum menekankan pelaksanaan perjanjian musya>rakah dengan teori 
musya>rakah dan undang-undang Perjanjian. Sedangkan peneliti menitik 
beratkan pada akad musya>rakah di BMT Marhamah Cabang Kalibawang 
Wonosobo Tinjauan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. 
E. Kerangka Teori  
      Dalam pelaksanaan penelitian perlu menyusun kerangka pemikiran 
menyangkup konsep tahap-tahap penelitian berdasarkan pemikiran penulis. 
Dalam Bank Islam, Modal musya>rakah, sebagai kerjasama pendanaan ‚inan‛ 
(Syirkah „inan fi al-mal) merupakan bentuk yang cocok bagi bank-bank islam. 
Sehingga penggunaan dalam teks kata musya>rakah  ini adalah dalam kerjasama 
(partnership), masing-masing partner bisa memberikan kontribusi persentase 
modal tertentu dan para pelaku tidak diharuskan memberikan kontribusi modal 
secara sama.15    
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Jaka Susila, Fiduciary Dalam Produk Produk Perbankan Syariah ,Al-ahkam, vol. 1, 
Nomor 2, (Mei 2018), hlm. 138. 
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 Menurut fatwa DSN, pembiayaan musya>rakah adalah kerja sama 
usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana 
masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa 
keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.16 
 Dalam mekanisme akad pembiayaan musya>rakah berpedoman 
pada fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan 
musya>rakah yang dimana: 
1). Penyertaan ijab dan qabul dinyatakan oleh para pihak dalam suatu 
perjanjian yang akan dilaksanakan oleh para pihak. 
2). Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. Dalam hukum islam 
pembentukan akad harus ada shi>ghat akad yang dimaksud dengan ijab 
dan qabul agar suatu perjanjian tersebut sah dan berlaku. 
3). Objek akad dalam pembiayaan musya>rakah terdiri dari modal, 
kerja,keuntungan dan kerugian.Pertama, modal yang diberikan harus 
berupa uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.17 Musya>rakah 
dengan pemberian modal (seperti dalam al-‘ina>n) yang dimana dalam 
sebuah perjanjian menyertakan satu kesatuan dana. Seorang mitra tidak 
diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk 
kepentingan sendiri.18 Dalam hukum islam seorang mitara dapat 
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 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: 
Eirlangga, 2014), hlm. 85. 
17
 Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/VI/2000.
 
18
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah  Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, 
Ekonomi,Bisnis Dan Sosial, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia. 2012), hlm. 156. 
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meminta untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan 
yang disengaja. 
  Kedua, kerja masing-masing mitra kerja sesuai kontrak 
musya>rakah akan tetapi kesamaan porsi kerja dalam musyarakah 
bukanlah merupakan syarat. Sehingga dlam pembiayaan musyaraklah 
porsi modal tidak harus sama. Ketiga, keuntungan harus 
dikualifikasiakan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan 
sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian 
musya>rakah.19 
  Menurut pendapat Maliki, dan Mazhab Syafi‟i dalam alokasi 
keuntungan diantara mitra, keuntungan proporsional sesuai modal 
dimana keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara proporsional 
tidak memandang jumlah pekerjaan yang dilaksanakan para mitra sama 
atau tidak. Sedangkan menurut pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhan 
Hambali menyetujui pembagian keuntunagn yang tidak proporsional 
terhadap modal bila pada akad telah ditentukan diawal dan disepakati 
kedua belah pihak. 
Keempat kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional 
menurut saham masing-masing dalam modal.20 Para ulama sepakat 
bahwa kerugian harus dibagi antara para mitra secara perporsional 
terhadap saham masing-masing dalam modal. mereka mendukung 
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 Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/VI/2000.
 
20
 Ibid. 
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pendapat ini dengan perkataan Ali bin Abi Thalib r.a., “keuntungan 
harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus 
porporsional dengan modal mereka”.21 
4). Biaya operasiaonal dan persengketaan. Biaya-biaya operasional 
dibebankan pada modal bersama. Jika salah satu pihak tidak 
menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para 
pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melaui musya>rakah.22 
F. Metode Penelitian 
1.  Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini desain yang digunakan adalah penelitian lapangan 
(kualitatif) sesuai dengan tujuan penelitian untuk menguraikan sifat-sifat 
dari suatu keadaan. Data yang diperlukan akan diperoleh berdasarkan 
rumusan masalah. Metode deskriptif kualitatif dipergunakan untuk 
pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan tujuannya adalah untuk 
mencari gambaran yang sistematis, fakta yang akurat. 
Penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan serta 
menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi 
yang terjadi di lapangan, yang digali secara insentif yang disertai dengan 
analisa dan penyusunan kembali atas semua data dikumpulkan.23 
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 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, 
Ekonomi,Bisnis Dan Sosial, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 157. 
22
 Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/VI/2000.
 
23
 Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah, ( Jakarta: Bumi Askara, 1996), hlm. 
24. 
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Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian ini, riset deskriptif 
dilakukan untuk menguraikan sifat-sifat dari suatu keadaan yakni untuk 
mengetahui bagaimanakah praktik akad Musya>rakah di BMT Marhamah 
Cabang Kalibawang Wonosobo dan kaitanya dengan fatwa DSN MUI 
No:08/DSN-MUI/IV/2000. 
2.  Sumber Data 
Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh atau sesuatu 
yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 
Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.24 
a.  Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data 
langsung pada subyek informasi yang dicari.25Data Primer dari 
penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung langsung di 
BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo.Wawancara 
dilakukan terhadap manajer BMT bapak Rony, teller Kartika, 
administrasi Sulistyowati dan Nasabah Bapak Muhdlofar.. 
b.  Sumber Data Sekunder 
Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data 
yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian di mulai 
                                                             
24
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah, (Jakarta: PT. 
Bina Aksara, 1993), hlm. 114. 
25
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 
91. 
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data telah tersedia.26 Sumber data penelitian ini adalah buku-buku, 
dokumen-dokumen, yang dimiliki oleh BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo, yang berupa gambaran umum BMT 
Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo dan Struktur organisasi. 
c.  Lokasi Penelitian dan waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo beralamat di Jl. Raya Pasar Kalibawang. 
Waktu penelitian tanggal 18 Oktober sampai dengan 16 November 
2018. 
3.  Teknik Pengumpulan Data 
a.  Wawancara 
Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk 
mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada 
responden atau sumber atau pemberi informasi.27 Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan jenis interview bebas terpimpin artinya 
pewawancara berjalan dengan bebas, terarah dan terfokus untuk 
mengetahui bagaimanakah akad musya>rakah di BMT Marhamah 
Cabang Kalibawang Wonosobo dan kaitanya dengan fatwa DSN-MUI 
No.08 tahun 2000. 
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 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafinda  
Persada, 2007), hlm. 37. 
27
 Irawat Singarimbun, Sofian Effendi (ed.),  Metode Penelitian Survei, (Jakarta: 
LP3S, 1989), hlm. 192. 
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b.  Dokumentasi. 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen 
rapat, agendadan sebagainya untuk lampiran.28 Dokumentasi dalam 
penelitian ini berkaitan dengan obyek penelitian yaitu brosur dan data 
di BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo. 
 4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif 
yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) 
mengenai situasi-situasi atau kejadian- kejadian. Metode analisis induktif 
yaitu berangkat kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman 
nyata yang kemudian dirumuskan menjadi definisi yang bersifat umum. 
Karena data yang diwujudkan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk 
angka melainkan bentuk laporan atau uraian deskriptif analisis.29 
G. SistematikaPenulisan 
  Untuk memperjelas secara garis besar dari uraian skripsi ini serta 
untuk mempermudah penyusunan skripsi, penulis mempergunakan 
sistematika sebagai berikut:  
  Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran 
secara global mengenai seluruh isi dari skripsi ini yang menguraikan tentang 
                                                             
28
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah,( Jakarta: PT. 
Bina Aksara, 1993),  hlm. 236. 
29
 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm.18. 
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latar belakang masalah, perumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teorik, metode penelitian, dan 
sistematika penelitian. 
Bab II merupakan pembahasan umum tentang topik atau pokok 
pembahasan yang di uraikan mengenai kajian pustaka yaitu konsep umum tentang 
musya>rakah. Dalam bab ini, pertama menjelaskan tentang pengertian akad. Kedua 
mengenai akad musya>rakah  dalam hukum Islam yaitu pengertian musya>rakah, 
dasar hukum syirkah, rukun dan syarat, macam-macam syirkah, keuntungan dan 
kerugian serta berakhirnya syirkah. Kedua menjelaskan mengenai Fatwa DSN-
MUI No.08 tahun 2000. 
Pada bab III menjelaskan deskripsi data penelitian yang terdiri dari 
gambaran umum BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo dan  sistem 
pelaksanaan akad musya>rakah di BMT Marhamah Cabang Kalibawang 
Wonosobo. 
Bab IV akan menganalisis pelaksanaan akad musya>rakah di BMT 
Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo dan analisis kesesuaian akad 
musya>rakah di BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo dengan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Majeis Ulama Indonesia DSN-MUI No.08/DSN-
MUI/IV/2000.. 
Serta yang terakhir pada bab V adalah sebagai penutup yang berisi 
kesimpulan yang menjelaskan secara rinci mengenai ringkasan hasil penelitian ini, 
serta saran-saran yang membangun guna mendukung penelitian menjadi lebih 
baik lagi. 
  
BAB II 
TINJAUAN UMUM AKAD MUSYA>RAKAH DAN FATWA DSN MUI 
No: 08/DSN-MUI/IV/2000 
 
A.    AKAD 
1. Pengertian Akad 
Secara lugawi, makna al-aqd adalah perikatan, perjanjian, 
pertalian, permufakatan(al-ittifaq). Sedanagkan secara istilahi, akad 
didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Berbagai definisi 
tersebut dapat dimengerti bahwa akad adalah pertalian ijab dan qabul dari 
pihak-pihak yang menyatakan kehendak.30 
Definisi-definisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pertama, akad 
merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berpengaruh 
terhadap munculnya akibat hukum baru. Kedua, akad merupakan tindakan 
hukum dari kedua belah pihak. Ketiga, dilihat dari tujuan 
dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum 
baru.31 Menurut pendapat Al-Jashshash mendifinisikan akad sebagai setiap 
ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada 
kecocokan kedua belah pihak  dan didefinisikan juga setiap ucapan yang 
keluar untuk menjelaskan satu keinginan seorang diri.32  
                                                             
30
 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga 
Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 33.  
31
 Ibid. 
32
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 16. 
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Menurut para ulama hukum Islam, akad adalah ikatan atau 
perjanjian, sebagaimana ulama mazhab dari kalangan Syafi‟iyah, 
Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagi suatu perikatan atau 
perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa akad adalah setiap perikatan 
yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas 
perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.33 
Menurut Ahmad Azhari, Akad adalah, suatu perikatan atau ijab dan 
qabul dengan cara yang dibenarkan syariat dan menetapkan adanya 
akibat-akibat hukum pada obyeknya.34 Ijab adalah pernyataan pihak 
pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah 
pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.35 Dalam kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah (KHES) akad adalah kesepakatan antara dua belah 
pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan 
hukum tertentu. Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan 
difinisi akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh 
syara‟ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.36 
 
 
 
                                                             
33
 Muhammad Arso, dan Muhammad Kholid, Fiqh Perbankan, (Bandung: Pustaka 
Setia,2011), hlm. 73. 
34
 Mardani, Hukum Perikatan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 52. 
35
 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6. 
36
 Gemala, Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 
2013), hlm. 51-52. 
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2.   Rukun dan Syarat Akad 
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak 
adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur Ulama‟ 
berpendapat bahwa rukun akad terjadi dari : 
a. Al-‘A>qidain (pihak-pihak yang berakad) 
b. Obyek akad 
1) Barang yang dijual belikan 
2) Harga 
c. Shi>ghat al-Aqad (pernyataan untuk mengikatkan diri) 
1) Serah (ijab) 
                     2) Terima (qabul) 
d. Tujuan Akad37 
            Syarat – Syarat Akad 
a.     ‘A>qid (pihak yang bertransaksi) 
‘A>qid adalah pihak-pihak yang melakukan akad atau transaksi.38 
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh ‘aqid, yaitu harus memiliki 
ahliyah (kecakapan), wilayah (kewenangan), dan wakalah 
(perwakilan).39 
 
 
                                                             
37
 Bagyo Agung Prabowo, Aspek Pembiayaan Murabahah Pada Aspek Perbankan 
Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 59. 
38
 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh…., hlm. 55. 
39
 Ibid., hlm. 55. 
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  b.     Ma’qu>d ‘A>laih (objek transaksi) 
   Ma’qu>d ‘a>laih (objek transaksi) adalah sesuatu yang 
dijadikan objek dan dikenakan padanya akibat hukum yang 
ditimbulkan. Ma’qu>d ‘a>laih harus memenuhi beberapa persyaratan 
sebagai berikut: 
1)  Objek transaksi harus ada ketika akad sedang dilakukan. tidak 
diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan 
tidak ada waktu akad.40 
2) Objek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang 
diperbolehkan oleh syara’) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. 
  3)  Objek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau   
dimungkinkan dikemudian hari. 
4)  Adanya kejelasan tentang objek transaksi.  Barang tersebut harus 
diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini 
dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan di 
kemudian hari. 
5)  Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang 
najis.41 
 
 
 
                                                             
40
 Dimyudin Djuwaini, Pengantar Fiqh…, hlm. 57. 
41
Ibid., hlm. 58. 
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3.      Berakhirnya Akad 
Berakhirnya akad adakanya disebabkan karena fasakh kematian 
atau karana tidak adanya izin pihak lain dalam hal akad yang 
mauquf.42 Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut: 
a. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak 
dibenarkan syara’, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. 
Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat 
kejelasan. 
b.  Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyarrukyat, cacat, syarat 
atau majlis. 
c.  Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan 
karena     merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. 
d.   Karena kewajiban yang ditimbulkan, adanya akad tidak dipenuhi 
oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
e.   Karena habis waktunya, seperti akad sewa-menyewa berjangka 
waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang. 
f.    Karena tidak mendapat izin pihak berwenang. 
g.     Karena kematian.43 
 
 
                                                             
42
 Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah...,hlm. 114. 
43
 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam….., hlm. 102. 
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B. MUSYA>RAKAH 
 1.   Pengertian Akad Musya>rakah 
   Perseroan atau Musya>rakah (syirkah) dilihat dari arti bahasa 
bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa lagi 
dibedakan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Sedangkan menurut 
syara’ musya>rakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 
suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 
dana/amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan 
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat 
sebelumnya. 44 
   Secara terminologi, pada dasarnya definisi yang dikemukakan oleh 
para ulama fiqih hanya berbeda secara redaksional sedangkan esensi yang 
terkandung di dalamnya sama, yaitu ikatan kerja sama antara orang-orang 
yang berseriat dalam hal modal dan keuntungan.45 
   Musya>rakah berasal dari kata syirkah yang berarti pencampuran. 
Para ahli fiqih mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang 
berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagi 
hasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan 
usaha. Sedang kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal 
                                                             
44
 Pasha  Musthafa Kamal, Fikih Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 377. 
45
 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam….., hlm. 115 
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masing-masing. Secara umum dapat diartikan patungan modal usaha dengan 
bagi hasil menurut kesepakatan.46  
   Menurut ulama Hanafiah, syirkah secara istilah adalah 
penggabungan harta (dan/atau keterampilan) untuk dijadikan modal usaha 
dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi 
bersama.47Menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan syirkah sebagai izin 
seseorang untuk tasarruf hartanya kepada orang lain seperkongsian dengan 
tetap melekatnya hak tasarruf masing-masing.48 Adapun menurut ulama 
Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syirkah adalah tetapnya hak 
atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih kepada berkongsi.49 
   Taqiy Ad-Din Al-Nabhani mendefinisikan syirkah sebagi transaksi 
antara dua pihak atau lebih yang masing-masing sepakat untuk melakukan 
kerja yang bershifat finansial dengan mencari keuntungan.50 
   Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah adalah kerja 
sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau 
kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan 
berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.51 
                                                             
46
 Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari‟ah,  
( Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 79-80. 
47
 Hasanudin Maulana, Mubarak Jaih, Perkembangan Akad Musya>rakah, ( Jakarta: 
Prenada Media Grup, 2012), hlm. 19. 
48
 Khosyi‟ah Siah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 
hlm.  201. 
49
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 165. 
50
 Khosyi‟ah siah, Fiqh Muamalah...), hlm. 202. 
51
 Pasal 20 ayat(3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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   Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan 
syariah, musya>rakah yaitu akad kerja diantara dua pihak atau lebih untuk 
suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana 
dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan 
kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-
masing.52 
   Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 
akad musya>rakah adalah akad kerja sama dengan menyatukan harta yang 
dilakukan leh dua orang atau lebih dalam melakukan kerja sama sesuai 
dengan kesepakatan yang telah disepakati. 
2. Dasar Hukum Syirkah 
Akad Syirkah diperbolekan oleh menurut ulama Fikih, berdasarkan Al-
Qur‟an dan hadist. 
a. Al-Qur‟an 
QS. Shaad (38): 24 
                        
            
Artinya:” Daud berkata, "Sesungguhnya Dia telah berbuat 
zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan 
kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-
orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada 
sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan 
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 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 142. 
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Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta 
ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”53 
 
QS. An Nisa‟ (4): 12 
 ...                                                                                                                 
“…Maka mereka berserikat pada sepertiga…” 
b. Hadist Rasulullah 
 Kemitraan usaha dan pembagian hasil telah dipratikkan selama 
masa Rasulullah. Para sahabat terlatih dan mematuhinya dalam 
menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang bahkan 
menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini. 
Imam Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi 
SAW bersabda: 
 نْ عَ  ىِبعَأ  عَ عَ نْ عَ هُ   هُ عَ عَ عَ   عَا عَ  «  نَّ ِ   عَ نَّ  هُا هُ عَ   عَنعَأ  هُ ِا عَ   ِ نْ عَي  ِ نَّلا   عَم  نْ عَا  نْ هُ عَ  
 عَم هُ هُد عَحعَأ  هُ عَبِح عَ  عَِذإ عَ   هُ عَن عَ   هُ نْ عَ عَ   نْ ِم  عَمِهِن نْ عَب .»  
“AKU adalah pihak ketiga(Yang Maha Melindungi) dari dua orang 
yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka 
tidak berkhianat pada perseronya. Apabila ada diantara mereka 
berkhianat, maka AKU akan keluar dari mereka (tidak 
melindungi).54  
 
 Hadist di atas mengandung pengertian bahwa Allah akan 
menolong kemajuan musya>rakah tersebut selama pihak-pihak 
                                                             
53
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, Jilid 8, (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010), hlm. 358. 
54
 an-Nabhani ,Taqyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, 
(An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam) diterjemahkan oleh Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah 
Gusti, 1996), hlm. 154. 
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yang terlibat didalamnya mereka bersikap amanah, jujur, dan 
ikhlas. Akan tetapi manakala timbul penghianatan diantara 
mereka maka Allah mencabut kemajuan perserikatan tersebut.55 
3. Rukun dan Syarat Syirkah 
 Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama 
Hanafiyah bahwa rukun syirkah  hanya ijab dan kabul (shi>ghat) sebab ijab 
dan kabul menentukan adanya syirkah. 
Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada empat, 
yaitu ijab dan qabul (shi>ghat), dua orang yang melakukan transaksi 
(‘a>qidain), dan objek yang ditransaksikan (al-ma’qu>d ‘a>laih).56 
a. Ijab dan qabul (shi>ghat), yaitu ucapan yang keluar dari dua pihak 
yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk 
melaksanakannya. 
b. ‘A>qidain, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak 
sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi 
keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (ahliyah al-‘aq>d), 
yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk 
membelanjakan hartanya. 
c. Objek syirkah, yaitu modal pokok syirkah. Objek syirkah bisa 
berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada. 
Tidak boleh berupa harta terhutang atau harta yang tidak diketahui 
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 Pasha  Musthafa Kamal, Fikih Islam, (Yogyakarta:UII Press,  2003), hlm. 377. 
56
 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam 
Pandangan 4 Madzab, (Yogyakarta: maktabah Al-Hanif, 2015), hlm. 264. 
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karena tidak dapat dijalankan sebagaimanayang menjadi tujuan 
syirkah, yaitu mendapat keuntungan.57 
Syarat musya>rakah, yaitu sebagai berikut: 
1. Ijab qabul, persyaratan khusus untuk kontrak musya>rakah tidak 
ada, yang ada hanya ucapan/ungkapan yang menyatakan 
tujuannya. Perjanjian/kontrak tersebut sebaiknya sesuai dengan 
apa yang dijanjikan dan tercantum dalam akad tertulis. Perjanjian 
musya>rakah sebaiknya menggunakan notaris secara tertulis di 
hadapan para saksi. 
2. Para pihak yang membuat kontrak yaitu perjanjian antara pihak 
yang berkepentingan atau berkompeten dalam menetapkan 
persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak perjanjian.58 
 Pokok masalah dalam kontrak (dana dan pekerjaaan) adalah 
sebagai berikut: 
1. Modal. Para Fuqaha sepakat bahwa modal harus dalam bentuk 
tunai dapat berupa emas dan perak. Bisa saja dalam bentuk 
tranding asset, seperti barang, properti, dan barang lainnya. juga 
dalam bentuk hal yang tidak berwujud, seperti hak paten, hak 
gadai, dan lain-lain asalkan nilainya ekuivalen dalam nilai uang 
tunai dan disepakati. 
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 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqh Muamalah,...hlm. 
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 Khosyi‟ah Siah, Fiqh Muamalah ...,hlm. 210. 
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 Mazhab Syafi‟iyah dan Malikiyah mensyaratkan 
percampuran dana para mitra untuk menghidari hak istimewa. 
2. Pekerjaan. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musya>rakah  
merukan ketentuan dan tidak seorangpun dapat dikecualikan.59 
4.  Macam-macam Syirkah 
   Ada dua jenis syirkah atau syarikah yaitu syaritul amla>k 
dan syirkatul ‘uqu>d. 
a.  Syirkah amla>k (perserikatan dalam kepemilikan) 
    Syirkah amla>k adalah syirkah yang terjadi buakn karena   
akad, tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (ijba>ri>). 
Oleh karena itu, Syirkah amla>k dibedakan menjadi dua: Syirkah 
amla>k ikhtiya>ri>  dan Syirkah  amla>k ijba>ri>.60 
1.      Syirkah amla>k-ikhtiya>ri> 
  Syirkah ikhtiya>ri antara lain terjadi dalam hal akad hibah 
dan wasiat dan pembelian. Contohnya ada seseorang 
menghibahkan/memberikan  sejumlah uang kepada dua orang 
siswa sekolah menengah yang kehabisan ongkos; maka uang 
tersebut menjadi milik dua siswa tersebut secara bersama 
(kepemilikkan uang secara syirkah)  
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 Khosyi‟ah Siah, Fiqh Muamalah ...,hlm. 211. 
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  Dengan demikian, dapat dipahami bahwa syirkah amla>k, 
 kepemikikan bersama merupakan dampak dari hibah, wasiat, atau 
 yang lainnya yang didalamnya tidak terkandung akad wakalah.61 
 2. Syirkah amla>k ijba>ri> 
  Syirkah amla>k ijba>ri> yaitu perserikatan yang muncul secara   paksa 
bukan keinginan orang yang berserikat artinya hak milik bagi 
mereka berdua atau lebih tanpa di kehendaki oleh mereka, seperti 
harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. 
Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang 
memiliki hak warisan.62 
    Menurut para fuqaha, hukum kepemilikan Syirkah amla>k 
ijba>ri> disesuaikan  dengan hak masing-masing yaitu bersifat 
sendiri- sendiri secara hukum. Artinya seorang tidak berhak untuk 
menggunakan atau menguasai milik  mitranya tanpa izin dari pihak 
yang bersangkutan.63 
b.  Syirkah ‘Uqu>d 
  Syirkah ‘uqu>d atau kerja sama secara kontraktual luas digunakan 
dalam dunia uasaha, karena kerja sama semacam ini dengan sengaja 
dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam suatu 
kerja sama untuk berbagi dalam keuntungan maupun berbagi dalam 
menangung risiko. Keuntungan dalam syirkah ‘uqu>d dibagi dalam porsi 
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yang disepakati didepan, sedangkan kerugian ditanggung secara 
proporsional berdasarkan proporsi modal yang disetor masing-masing 
pihak.64 
  Kerja sama syirkah dapat dilakukan secara verbal, tetapi 
dilanjutkan untuk dilakukan secara tertulis, agar tidak terjadi perselisihan 
dan persengketaan bisnis.  
  Syirkah ‘uqu>d merujuk kepada dua orang atau lebih melakukan 
akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya 
berupa keuntungan. syirkah ‘uqu>d terbagi kepada beberapa bentuk:65 
 1.    Syirkah al-‘ina>n 
    Syirkah al-‘ina>n adalah perjanjian kontrak antara dua pihak 
atau lebih, dengan ketentuan bahwa masing-masing dari mereka 
memberi kontribusi satu dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. 
Kedua belah pihak tersebut membuat kesepakatan untuk membagi 
keuntungan atau kerugian tetapi pemerataan tidak diisyaratkan dalam 
hal dana atau pekerjaan atau keuntungan. Para fuqaha (ittifa>q) 
menganggap hal ini diperbolehkan.66 
    Tentang keuntungan, Ibn Qudamah berkata “Preferensi 
dalam profit diperbolehkan dengan adanya pekerjaan dengan 
pertimbanagan bahwa masing-masing mitra memiliki penegetahuan 
lebih baik dalam menejemen maupun enterpreneur ataupun segi 
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tenaga apabila dibandingkan dengan yang lainnya. oleh sebab itu, 
pihak tersebut layak menerima keuntungan eksta dari kelebihannya 
itu. Sementara mazhab Maliki dan Syafi‟iyah menyetujui adanya 
pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan porsi dana yang 
diberikan, karena keuntungan dalam pengkongsian ini akan kembali 
menjadi modal.67 
    2.   Syirkah al-mufa>wad}ah 
  Syirkah al-mufa>wad}ah adalah persekutuan antara dua orang 
atau lebih dalam modal dan keuntugannya dengan syarat besar 
modal masing-masing yang disertakan harus sama, hak melakukan 
tindakan hukum terhadap harta syirkah harus sama dengan setiap 
anggota adalah penanggung dan wakil dari anggota lainnya.68 
  Kelompok Malikiyah dan Zaidiyah melegitiminasi bentuk 
syirkah ini sekalipun tidak sedikit pula fuqaha yang membatasinya. 
Menurut mereka unsur terpenting dalam bertindak hukum terhadap 
harta perserikatan adalah masing-masing pihak hanya boleh 
melakukan suatu transaksi apabila mendapatkn persetujuan dari 
pihak lain. apabila salah seorang melakukan tindakan hukum tanpa 
persetujuan pihak lain, transaksi tersebut tidak sah.69 
  Para pihak lain, ulama Malikiyah tidak membolehkan 
bentuk perserikatan al-mufa>wad}ah seperti yang dipahami oleh ulama 
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Hanafiyah dan Zaidiyah karena menurut mereka, perserikatan 
tersebut baru dianggap sah apabila para pihak yang berserikatdapat 
bertindak secara mutlak tanpa harus meminta izin dari mitra 
serikatny. Adapun ulama Hanabilah dan Syafi‟iyah berpendapat 
bahwa bentuk syirkahal-mufa>wad{ah seperti yang ditawarkan 
Hanafiyah dan Zaidiyah tidak boleh karena sulit untuk menentukan 
prinsip kesamaan modal, kerja dan keuntungan dalam perserikatan, 
disamping tidak didukung oleh dalil shahih yang rehabilitasnya 
tinggi.70 
3.  Syirkah Al-‘Amal 
  Syirkah al-‘amal yaitu kontrak kerja sama dua orang yang 
seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan membagi 
keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua oarang 
arsitek untuk menyiapkan sebuah proyek, atau kerja sama dua orang 
penjahit untuk menerima order pembuatan pakaian seragam untuk 
sebuah kantor. Al-musya>rakah ini disebut juga musya>rakah  
„abda>n/atau sama’i.71 
  Tentang hukumnya, Ulama Malikiyah, Hanafiah, Hanabilah 
Zaidiyah membolehkan syirkah ‘abda>n  ini. Karena tujuan syirkah 
ini mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama.72 
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4.  Syirkah Wuju>h 
  Syirkah wuju>h adalah kerja sama antara dua syarik atau 
lebih untuk melakukan usaha perdagangan (bisnis) dengan tidak 
menyertakan harta ( seperti dalam syirkah amwal) dan keterampilan 
( seperti syirkah ‘abda>n) sebagai modal usaha.73 Oleh karena itu, 
syirkah wuju>h dilakukan atas dasar watsiqah al tujar (nama besar 
atau nama baik/kredibilitas bisnis) atau wuju>h (kredibilitas 
bisnis/kepercayaan pembisnis lain kepada yang bersangkutan) yang 
dijadikan dasar terjadinya syirkah wuju>h; sedangkan keuntungan 
dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara pihak yang menyertakan 
rehabilitas usaha tidak dibebani kerugian. 74 
  Sayid Sabiq memberikan defini syirkah wuju>h yaitu dua 
orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan 
semata berpegangan kepadanama baik dan kepercayaan para 
pedagang kepada mereka. Syirkah  ini disebut juga syirkah  
tanggung jawab tanpa kerja dan modal.75 
5.    Keuntungan dan Kerugian Syirkah 
 Perhitungan realisasi bagi hasil pada akad berbasis syirkah ini akan 
sangat bergantung pada realisasi hasil usaha atau bisni debitur yang 
dibiayai bank islam. Perhitungan ini tidak boleh didasarkan pada 
ekspetasi hasil usaha, atau presentase tertentu atas modal yang 
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diberikan bank, atau pada nilai nominal tertentu.76 Para fuqaha berbeda 
pendapat tentang pembagian keuntungan kepada para pemilik modal. 
keuntungan yang harus diketahui jumlahnya (quantiviable) 
didistribusikan sebagi berikut: 
a. keuntungan dibagikan secara proposional sesuai dengan kontribusi 
 modal mereka, apakah jumlah pembagian sama bagi pekerja atau 
 tidak. Hal ini sesuai dengan pendapat Maliki dan Syafi‟i. 
b. keuntungan dapat berbeda di antara mereka apabila keuntungan ini 
 telah ditentukan dalam persyaratan kontak. Pendapat ini dianut    
oleh   mazhab Hanafi dan Hambali.77 
 Adapun aturan yang mengatur kerugian, para fuqaha sepakat untuk 
menanggung kerugian diantara para mitra secara proposional dengan 
bagian dari masing-masing modal yang disebut sebagai “wad{i’ah” 
(kerugian). Menurut Ibn Qadamah kerugian merupakan tanggungan 
yang proposional dengan jumlah dananya. Pendapat ini juga didukung 
oleh Abu Hanifah, Syafi‟i, dan lainnya, dan hampir tidak ditemukan 
perbedaan pendapat tentang hal ini.78 
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6.    Berakhirnya Syirkah 
  Meskipun pakar hukum diantaranya R. Setiawan menegaskan 
bahwa perikatan tidak sepenuhnya sama dengan perjanjian, akan tetapi 
yang dibahas dalam penelitian ini adalah Syirkah sebagai perikatan, 
yaitu perjanjian para syarik untuk melakukan syirkah dan disepakati 
bersama sehingga mengikat para syarik yang bersyirkah. 
  Karena syirkah termasuk perikatan, maka berakhirnya syirkah 
dapat terjadi karena: 
 a. Berakhirnya jangka waktuyang disepakati dalam akad. 
 b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu  
perjanjian  syirkah. 
 c. Salah satu pihak meninggal dunia. 
 d. Di antara pihak menyatakan menghentikan syirkah karena syarik     
lain  dinilai lalai melakukan prestasi. 
 e. Karena keputusan hakim. 
 f. Tujuan perjanjian telah tercapai 
 g. persetujuan para pihak.79 
  Dalam hal ini penting untuk diketahui penjelasan pakar hukum 
Islam antara lain Fatchurrahman Djamil yang menyatakan bahwa 
berakhirnya akad/intiha’ al-‘aqd karena tiga hal: 
 a. Berakhirnya masa berlaku akad. 
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 b. Dibatalnya akad oleh pihak-pihak yang berakad. 
 c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.80 
 
C.  Fatwa DSN-MUI 
1. Pengertian  
a.  Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang 
mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin 
operasioanl sebagai lembaga keuangan syariah. 
b.   Produk keuangan syariah adalah produk keuangan yang mengikuti 
syariah islam. 
c. Dewan Syariah Nasioanal (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh 
Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-maslah yang 
berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. 
d. Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN) adalah 
badan yabg sehari-hari melaksanakan tugas DSN. 
e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada dilembaga 
keuanagan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputuasn 
DSN di lembaga keuangan syariah.81 
2. Kedudukan, Status, dan Keanggotaan Dewan syariah Nasional MUI 
a. Dewan Syariah Nasioanal merupakan bagian dari Majelis Ulama 
Indonesia. 
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b. Dewan Syariah Nasioanal membantu pihak terkait seperti Departemen 
keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan 
atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. 
c. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional terdiri dari para Ulama, 
praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dalam muamalah 
syariah. 
d. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh 
MUI untuk masa bakti 5 tahun.82 
3. Tugas Pokok Dewan Syariah Nasional 
a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan 
perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. 
b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. 
c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. 
d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.83 
4. Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN) 
a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di 
masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan 
hukum terkait. 
b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan 
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti (kementrian 
keuangan) dan Bank Indonesia. 
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c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-
nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu 
lembaga keuangan syariah. 
d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang 
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas 
moneter/lembga keuangan dalam maupun luar negeri. 
e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk 
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh 
Dewan Syariah Nasional. 
f. Mengusulkan kepada intansi yang berwenang untuk mengambil 
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.84 
5. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional 
Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan DSN No. 
Kep-754/MUI/II/1999 pada poin E tentang Mekanisme kerja  DSN, maka 
sistem kerja DSN dapat disimpulkan sebagai berikut sesuai dengan 
Pedoman Rumah Tangga DSN No. 2 tahun 2000, yaitu: 
a. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan 
oleh Badan Pelaksana Harian DSN. 
b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali 
dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan. 
c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam 
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah 
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yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah 
sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah 
Nasioanal.85 
6. Fatwa  
 Fatwa adalah keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh 
 mufti atau alim ulama tentang suatau masalah.86 Peran penting dalam 
 dikeluarkannya sebuah fatwa adalah  para ulama yang mengerti tentang 
hal syariat, dalam hal ini mengenai hukum-hukum muamalah. 
Landasan Syariah mengeluarkan fatwa 
a. Al-Qur‟an  
        ......  
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah), Katakanlah: 
"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah itu.”(QS. An-Nisa‟ 
[4]:176) 
b. Sunnah (Hadist) 
“Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa kepastian (sumbernya), 
maka sesungguhnya dosanya ke atas orang yang member fatwa.” 
(Musnad Ahmad Ibnu Hambal)87  
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 7.  Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musya>rakah  
 a.  Memiiki beberapa pertimbangan: 
 1).  Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatakan 
dana lembaga keuangan Syariah (LKS), pihak LKS dapat 
menyalurkan Pembiayaan dengan cara musya>rakah yaitu 
pembiayaan dengan cara musya>rakah yaitu pembiayaan 
berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 
untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak 
memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa 
keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai 
dengan kesepakatan; 
2). Bahwa pembiayaan musya>rakah  yang memiliki keunggulan 
dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi 
keuntungan maupun risiko kerugian, kini telah dilakukan 
oleh lembaga keuangan syariah (LKS); 
3). Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsing-
prinsip syariah Islam, DSN-MUI memandang perlu 
menetapkan fatwa tentang musyarakah untuk dijadikan 
pedoman oleh LKS. 
       b.  Dasar Hukum 
    1). Firman Allah, QS, Shad [38]: 24: 
                      
           
“…Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 
berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada 
sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah 
mereka ini…" 
    2). Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 1: 
              
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 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 
itu…” 
                            3). Hadist riwayat Abu Dawud dari Abu Hurayrahy, Rosulullah 
SAW berkata: 
 « نَّ ِ   عَ نَّ  هُا هُ عَ   عَنعَأ  هُ ِا عَ   ِ نْ عَي  ِ نَّلا   عَم  نْ عَا  نْ هُ عَ   عَم هُ هُد عَحعَأ  هُ عَبِح عَ 
 عَِذإ عَ   هُ عَن عَ   هُ نْ عَ عَ   نْ ِم  عَمِهِن نْ عَب .»  
 “Allah SWT berfirman: „Aku adalah pihak ketiga dari dua 
orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak 
mengkhianatipihak yang lain. Jika salah satu pihak telah 
berkhianat, Aku keluar dari mereka.”(HR. Abu Dawud, 
yang dishahihkan oleh Al-hakim, dari Abu Hurayrah. 
                            4). Hadis Nabi riwayat at-Tirmidziy dari „Amr bin „Awf: 
 Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk 
mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali 
shulh yang mengaharamkan yang halal atau menghalakan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-
syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang 
halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. At-Tirmidziy 
dari „Amr bin „Awf) 
                             5). Taqrir Nabi Terhadap kegiatan musya>rakah yang dilakukan 
oleh masyarakat pada saat itu. 
                             6). Ijma‟ ulama atas kebolehan musya>rakah. 
                             7). Kaidah fikih: 
 “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkann. 
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c. Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 
Musya>rakah. Beberapa ketentuan: 
1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 
dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
a). Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 
menunjukkan tujuan kontrak (akad). 
b). Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
c). Akad dituangkan secara tertulis , melalui korespondensi, atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
2). Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan 
memperhatikan hal-hal berikut: 
a). Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan     
perwakilan. 
b). Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan  
setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. 
c). Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musya>rakah 
dalam proses bisnis normal. 
d). Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk 
mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi 
wewenang untuk melakukan aktivitas musya>rakah dengan 
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memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan 
melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. 
e). Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 
menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. 
3). Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 
a).   Modal 
1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, 
atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset 
perdagangan, seperti barang-barang, property, dan 
sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terledih 
dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para 
mitra. 
2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, atau 
menghadiahkan modal musya>rakah kepada pihak lain, 
kecuali atas dasar kesepakatan. 
3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musya>rakah tidak 
ada jaminan namun untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. 
  b).   Kerja 
1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 
pelaksanaan musya>rakah; akan tetapi, kesamaan porsi 
kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh 
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan 
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dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan 
tambahan bagi dirinya. 
2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musya>rakah atas 
nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan 
masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan 
dalam kontrak. 
c.    Keuntungan 
1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk 
menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi 
keuntungan atau penghentian musya>rakah. 
2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara 
proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada 
jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi 
seorang mitra. 
3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika 
keuntungan melibihi jumlah tertentu, kelebihan atau 
persentase itu diberikan kepadanya. 
4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan 
jelas dalam akad. 
d.   Kerugian 
 kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional 
menurut saham masing-masing dalam modal. 
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4).  Biaya Operasional dan Persengketaan  
    a.   Biaya Operasional dibebankan pada modal bersama. 
    b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah 
setelah tidak tercapai kesepakan melalui musyawarah.88
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BAB III 
GAMBARAN UMUM TENTANG BMT MARHAMAH DAN MEKANISME  
AKAD MUSYA>RAKAH  PADA BMT MARHAMAH CABANG 
KALIBAWANG WONOSOBO 
 
A. Gambaran Umum BMT Marhamah 
1. Sejarah Berdiri BMT Marhamah 
Gagasan untuk mendirikan Koperasi/BMT muncul setelah 
mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang 
diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh Koperasi Tamzis. Gagasan ini 
kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional 
Katalis BMT pada tanggal 22-24 Juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi 
Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMI Pusat.  
Berbekal hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah sebuah Tim 
“Persiapan Pendirian BMT” guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal 
utama yang dilakukan oleh Tim ini, di samping melakukan pendekatan 
dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai 
organisasi/instansi terkait, adalah melakukan studi banding dan magang di 
BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis Kertek, BMT 
Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain. 
Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, 
pada tanggal 1 Oktober 1995, menyelenggarakan Rapat Pembentukan 
BMT. Tanggal 16 Oktober 1995, sebuah Lembaga Keuangan Syariah, 
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yang kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah (sekarang 
KSPPS Marhamah) mulai beroperasi. Identitas Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah (KJKS) BMT Marhamah Aspek Hukum KJKS BMT Marhamah 
Legalitas Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Marhamah 
Alamat Jl. T. Jogonegoro KM 0,5 Wonosobo Telp/Fax (0286)/Web Badan 
Hukum No /BH/KWK.II/III/98 Tanggal 31 Maret 1998 (KSU) Perubahan 
I No a/BH/PAD/I/2006 Tangggal 24 Januari 2006 (KSPS) Perubahan II 
No. 04/PAD/KDK/II/IV/2008 Tgl 02 April 2008 (KJKS Wilayah 
Operasional Propinsi Jawa Tengah) SIUP No. 503/33-84/PB/X/2008 
Tanggal 18 Oktober 2008 TDP No Tanggal 18 Oktober 2008 HO No. 
530/020/HO/2008 Tanggal 18 Oktober 2008 NPWP No Ijin Operasional 
No. 52/SISPK/KDK.11/VII/2010.  
Walaupun modal yang terhimpun pada waktu itu masih sangat 
minim, yakni hanya Rp. 875.000,- namun dengan kerja keras dan usaha 
yang sungguh-sungguh, modal/asset tersebut dapat terus ditingkatkan. 
Dalam rangka pengembangan jaringan, BMT Marhamah juga telah 
melakukan kerjasama dengan berbagai instansi/organisasi terkait, 
diantaranya dinas perdagangan dan kopersai, unit PUKK PT. Taspen, PT. 
PNM, BSM Yogyakarta, BTN Syariah Yogyakarta, BNI Syariah 
Yogyakarta, DD Republika dan Sosiasi tingkat lokal, regional maupun 
nasional.
89
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2. Visi Dan Misi BMT Marhamah 
a. Visi 
Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan 
pengelolaan keuangan secara Syariah 
b. Misi 
1) Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya 
keluarga sakinah. 
2) Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan 
bertransaksi secara Syariah. 
3) Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga 
sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi. 
4) Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan 
sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya 
keluarga sakinah yang kuat secara Ekonomi.
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3. Perkembangan Jaringan BMT Marhamah 
a. Kantor Pusat & Cabang Utama, Jl. T. Jogonegoro Wonosobo, (0286 
321556) 
b. Cabang Wonosobo, Jl. A.Yani 21 Wonosobo. 
c. Cabang Leksono, Jl. Raya Leksono Km. 0,5 Leksono Wonosobo. 
d. Cabang Sukoharjo, Jl. Raya Sukoharjo Wonosobo. 
e. Cabang Kertek, Jl. Raya Kertek – Kalikajar Wonosobo. 
f. Cabang Kaliwiro, Pertigaan Doplak Kaliwiro Wonosobo. 
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g. Cabang Wadaslintang, Jl. Raya Prembun Km. 1 Wadaslintang. 
h. Cabang Watumalang, Jl. Raya Watumalang Km. 0,5 Watumalang. 
i. Cabang Kalibawang, Jl. Raya Pasar Kalibawang. 
j. Cabang Balekambang, Jl. Raya Pasar Balekambang-Selomerto. 
k. Cabang Reco, Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek Wonosobo. 
l. Cabang Randusari, Komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo. 
m. Cabang Garung, Wonosobo. 
n. Cabang Banjarnegara, Jl. S. Parman Banjarnegara. 
o. Cabang Purworejo, Jl. Brigjen Katamso 99A Purworejo. 
p. Cabang Bansari, Temanggung.91 
4. Struktur Organisasi BMT Marhamah Cab. Kalibawang. 
Tabel 1. Skema atau Bagan struktur organisasi di BMT Marhamah 
Cabang Kalibawang Wonosobo 
 
 
 
 
  
 
 
 
5.  
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5. Diskripsi Tugas Pengelolaan BMT Marhamah Cabang Kalibawang 
a. Manager 
1) Memimpin dan mengarahkan operasional. 
2) Mengkoordinasikan staf pusat dan kepala kantor operasional. 
3) Menetapkan kebijakan strategis dan teknis operasional. 
4) Menandatangani surat-surat lembaga dalam batas kewenangan 
pengelolaan. 
5) Mengusulkan rancangan anggaran rencana kerja lembaga pengurus 
b. Teller 
1) Melakukan back up manual komputerisasi setiap hari terhadap. 
angsuran maupun tabungan yang masuk melalui saldo harian. 
2) Melakukan verifikasi atas kesesuaian antara saldo tabungan dalam 
kartu tabungan nasabah dengan buku tabungan. 
3) Memberikan verifikasi berupa kode personal (PC), paraf dan 
stempel validasi setiap transaksi 
4) Membuat dan menghitung bagi hasil tabungan pada setiap bulan. 
5) Melakukan input bagi hasil ke setiap anggota penyimpanan. 
c. Administrasi 
1) Menerima dan mencocokkan jumlah uang dengan nominal dalam 
slip. 
2) Mengeluarkan kas bon kepada setiap pengelola maksimal 40% dua 
kali selama sebulan. 
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3) Membuat jurnal transaksi melalui slip pencairan, debit, kredit, dan 
memorial. 
4) Menyusun laporan pada awal dan akhir hari. 
5) Membuat laporan kas kantor setiap ada perubahan transaksi. 
6) Menyusun laporan cash flow setiap minggu. 
d. Marketing 
1) Melakukan sosialisasi produk-produk BMT Marhamah. 
2) Melakukan funding dana dan merekrut anggota penyimpanan. 
3) Melakukan penarikan simpanan dan penagihan angsuran 
pembiayaan. 
4) Membantu survey kelayakan pembiayaan. 
5) Menyusun laporan perkembangan pemasaran yang terdiri dari: 
a) Laporan pengembangan penarikan sempanan berdasarkan area. 
b) Daftar kunjungan ke anggota penyimpanan ataupun 
pengangsuran.
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6. Ruang Lingkup Kegiatan BMT Marhamah Cabang Kalibawang 
a. Kegiatan Bisnis 
1) Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan/tabungan 
maupun sumber dana lain yang sah dan halal. 
2) Memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan 
penilaian kelayakan usahanya. 
                                                             
92
 Sulistyawati, Administrasi, Wawancara Pribadi, 24 Oktober 2018, Jam 09.00 – 
10.00 WIB. 
52 
 
 
3) Mengelola usaha tersebut secara professional sehingga 
menguntungkan dan dapat dipertanggung jawabkan. 
b. Kegiatan sosial 
1) Menghimpun zakat, infaq/shadaqah, wakaf, hibah dan dana dana 
sosial lainya. 
2) Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menerima 
(mustahik) sesuai dengan amanah. 
3) Mengelola usaha tersebut secara professional sehingga 
memberikan manfaat yang optimal kepada mustahik dan menjadi 
modal dakwah Islam. 
4) Program-program sosial 
a) Gebyar 2000 Paket Romadhon (pemberian paket sembako 
kepada fakir miskin). 
b) Tebar Hewan Kurban (penyaluran hewan kurban ke pelosok-
pelosok desa kerjasama dengan DD Republika dan Mudhokhi 
Lokal, karyawan dan anggota). 
c) Beasiswa (beasiswa bagi siswa-siswi yang berprestasi). 
d) Ambulance Dhuafa, bantuan Layanan Kesehatan 
e) Bedah Rumah93 
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7. Produk-produk BMT Marhamah Cabang Kalibawang 
a. Produk simpanan 
1) SIUMMAT (Simpanan Ummat) 
Simpanan ummat adalah simpanan yang disediakan bagi 
penyimpan perorangan maupun lembaga/organisasi/badan hukum. 
Jenis simpanan ini dapat diambil kapanpun/tidak memiliki jangka 
waktu.  
Ketentuan: 
a) Menjadi anggota BMT Marhamah. 
b) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening 
dan menandatangani akad simpanan. 
c) Setoran pertama dan merupakan saldo minimal Rp.10.000,00. 
d) Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya minimal Rp.5.000,00. 
e) Simpanan dikenai biaya administrasi sebesar Rp.500,00 yang 
akan secara otomatis didebet setiap bulanya.
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2) Simpanan Ukhuwah 
Simpanan ukhuwah adalah simpanan yang diperuntukan 
bagi lembaga, perusahaan, organisasi dan sejenisnya. 
Ketentuan: 
a) Menjadi anggota BMT Marhamah 
b) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening 
dan menandatangani akad simpanan. 
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c) Setotan pertama dan merupakan saldo minimal 
Rp.1000.000,00. 
d) Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp.100.000,00. 
e) Simpanan dikenai biaya administrasi sebesar Rp 500,00 yang 
akan secara otomatis didebet setiap bulannya. 
f) Frekuensi penarikan tidak dibatasi dapat dilakukan pada jam 
kerja seluruh kantor cabang BMT Marhamah. 
3) Simpanan Ukhuwah Pendidikan 
Simpanan ukhuwah pendidikan adalah simpanan yang 
diperuntukan khusus begi lembaga pendidikan atau sekolah yang 
merupakan dana akumulasi setoran simpanan dari siswa yang 
dikoordinir oleh guru. Simpanan ini berguna untuk melatih dan 
mendidik siswa sekolah untuk hidup hemat dan gemar menabung. 
Ketentuan: 
a) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening 
atas namakan sekolah dan nama guru pengampu. 
b) Setoran pertama dan merupakan saldo minimal Rp.100.000,00. 
c) Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 10.000,00. 
d) Simpanan dikenai biaya administrasi sebesar Rp.500,00 yang 
akan secara otomatis didebet setiap bulannya. 
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e) Frekuensi penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam setahun 
sesuai dilakukan pada jam di seluruh kantor cabang BMT 
Marhamah.
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4) SIMKA (Simpanan Berjangka) 
Simka atau simpanan berjangka adalah salah satu produk 
simpanan syariah yang dimana simpanan tersebut bebas dari biaya 
administrasi. Berbeda dengan siummat, simka hanya bisa diambil 
dengan jangka waktu 3, 6, & 12 bulan sesuai dengan kesepakatan 
awal. Dikelola dengan prinsip syariah dengan menggunakan 
prinsip mudha>rabah, bagi hasil diberikan setiap bulan dalam 
jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dengan minimal 
setoran Rp.1.000.000,00 dan dapat diperpanjang otomatis. 
Manfaat : 
a) Nisbah bagi hasil lebih tinggi daripada nisbah tabungan biasa. 
b) Bagi hasil dapat dibukukan di simpanan ummat, simapan, atau 
di transfer ke BMT lain. 
c) Dapat dijadikan agunan pembiayaan.96 
5) SIMAPAN (Simpanan Masa Depan) 
Simpanan masa depan merupakan simpanan yang ditujukan 
bagi perorangan ataupun lembaga yang memiliki fungsi untuk 
persiapan dana jangka panjang yang kemungkinan akan terjadi 
seperti misalnya keperluan pendidikan, dana haji dll. Simapan 
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memiliki pilihan jangka waktu dalam pengambilan yaitu 5, 10 dan 
20 tahun. 
Syarat pembukaan rekening: 
a) Menjadi anggota BMT Marhamah. 
b) KTP yang masih berlaku. 
c) Mengisi formulir pembukaan rekening.  
Fitur: 
a) Akad: Mud}a>rabah. 
b) Setoran minimal perbulan: Rp 20.000. 
c) Biaya penutupan rekening: Rp. 2.500. 
d) Biaya administrasi bulanan: Rp. 500.97 
6) Syarat-syarat Simpanan Syariah 
Dibawah ini adalah syarat-syarat untuk melakukan simpanan : 
a) Calon penabung harus memahami dan menyetujui seluruh 
ketentuan Simpanan yang ditetapkan oleh pihak ke dua. 
b) Harus mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir 
pembukaan rekening simpanan. 
c) Menyerahkan foto copy identitas (KTP, SIM) yang masih 
berlaku. 
d) Harus melakukan setoran awal sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku untuk masing-masing jenis produk simpanan. 
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b. Produk Pembiayaan 
Dalam menyalurkan dana pada anggota, secara garis besar 
produk pembiayaan terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan 
berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu : 
1) Pembiayaan modal usaha 
Pembiayaan ini menggunakan prinsip musya>rakah dan 
mud}a>rabah, yang dimana BMT Marhamah sebagai penyedia dana 
(shohibul maal) dan anggota sebagai pengelola dana (mud}arib). 
Pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota yang memiliki usaha 
dengan prospek hasil usaha/laba yang menguntungkan setiap 
bulannya. Usaha yang dikelola sudah berjalan minimal 1 tahun. 
Hasil usaha atau keuntungan usaha dibagikan kepada BMT 
Marhamah sebagai penyedia dana (shohibul maal) dan anggota 
sebagai pengelola dana (mud}arib) sesuai dengan porsi masing-
masing yang sudah disepakati.
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2) Pembiayaan Jual Beli Barang 
Pembiayaan ini menggunakan prinsip mura>bah}ah, dimana 
BMT Marhamah sebagai penyedia barang dan anggota sebagai 
pembeli barang. Diperuntukkan bagi anggota yang membutuhkan 
barang untuk alat produksi, konsumsi ataupun untuk keperluan 
perdagangan. Jangka waktu pembiayaan ataupun pengembalian 
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angsuran bisa sampai 36 bulan, dengan tingkat margin yang 
bersaing.
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3) Pembiayaan Jasa-jasa 
a) Pembiayaan Rahn / gadai syariah 
Pembiayaan yang sangat fleksibel mudah serta aman 
dari transaksi riba. Pembiayaan rahn yang berlaku di BMT 
marhamah adalah pembiayaan dengan akad rahn Tasjili. Rahn 
Tasjili adalah jaminan dalam bentuk barang jaminan tersebut 
(marhum) tetap berada dalam penguasa (manfaat) Rahim 
(anggota) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada 
murtahim (BMT Marhamah).  Bisa digunakan untuk usaha dan 
komsumsi. 
b) Pembiayaan Ija>rah 
Pembiayaan yang digunakan untuk keperluan 
membayar kebutuhan di bidang jasa. Seperti untuk menyewa 
kios dan membayar pekerjaan. 
c) Pembiayaan Qard} 
Pembiayaan yang digunakan untuk tujuan sosial yang 
wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama sesuai dengan 
jumlah pembiayaan. 
4) Persyaratan Umum Pembiayaan: 
a) Merupakan Anggota BMT Marhamah 
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b) Sehat Jasmani dan Rohani dan mempunyai kecakapan 
melakukan perbuatan hukum serta tidak berada dibawah 
pengampuan. 
c) Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal 
berusia 60 tahun. 
d) Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur. 
e) Memenuhi kelayakan berdasarkan penilaian BMT Marhamah. 
Kelengkapan Dokumen: 
a) Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan. 
b) Foto copy KTP suami-istri yang masih berlaku. 
c) Foto copy kartu keluarga dan surat nikah. 
d) Foto copy jaminan (SHM, IMB, SPPT/BPKB, STNK). 
B. Mekanisme Pelaksanaan Akad Musya>rakah di BMT Marhamah Cabang 
Kaliwang Wonosobo 
1.  Akad Pembiayaan Musya>rakah 
 Musya>rakah  adalah suatu akad yang dimana keuntungan atau hasil 
dari usaha yang dilakukan dengan paro mbati atau dalam bahasa Indonesia 
bagi hasil antara pihak anggota sebagai peminjam dengan pihak BMT 
Marhmah sebagai lembaga keuangan syariah dalam penyalur pinjaman. Di 
BMT Marhamah Cabang Kaliwang Wonosobo menggunakan Syirkah al-
‘ina>n adalah perjanjian kontrak antara dua pihak atau lebih, dengan 
ketentuan bahwa masing-masing dari mereka memberi kontribusi satu 
dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan.  
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 Kedua belah pihak tersebut membuat kesepakatan untuk membagi 
keuntungan atau kerugian tetapi pemerataan tidak diisyaratkan dalam hal 
dana atau pekerjaan atau keuntungan.
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Berikut aplikasi akad musya>rakah di BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo: 
Tabel 2. Skema Akad Musya>kah pada BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syarat-Syarat akad musya>rakah pada BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo sebagai berikut: 
a. Formulir Usulan atau Permohonan 
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b. Copy KTP Permohonan dan Pemilik Jaminan (Suami Istri). 
c. Copy KK dan Surat Nikah. 
d. Copy Jaminan. 
e. Copy Struk Gaji/Penghasilan. 
f. Copy Rek Listrik dan PDAM. 
g. Surat Persetujuan Suami/Istri. 
Biaya Administrasi, Materi, Notaris, Asuransi Jiwa, sesuai ketentuan yang 
berlaku.
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   Ketentuan berjalannya akad musya>rakah akan ditentukan melalui 
surat perjanjian antara BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo 
sebagai pihak I dan anggota sebagai pihak II. Adapun kesepakatan-
kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak sebagai berikut: 
a. Modal kerja memang untuk modal usaha. 
b. Penetapan jangka waktu pembiayaan. 
c. Biaya yang muncul akibat operasional merupakan tanggungan pihak 
II. 
d. Kesepakatan nisbah bagi hasil. 
e. Pihak II berhak seluruhnya melakukan usaha menurut ketentuan syar’i 
dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ikut sertaan pihak I dalam 
manajemen, kecuali dalam pembinaan dan pengawasan. 
f. Pelaporan pihak II mengenai usahanya. 
g. Penanggungan kerugian ditanggung bersama.102 
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 Sejak berdirinya BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo 
hingga sekarang ini sudah memiliki 500 anggota yang melakukan akad  
musya>rakah. Sedangkan yang masing belum lunas ada sekitar 30an orang 
dengan jumlah yang seperti itu ada berbagai macam usaha yang telah 
dilakukan seperti warnet dan percetakan hingga batako. Dari jumlah 
pembiayaan yang hanya jutaan rupiah hingga ratusan juta rupiah.
103
 
Upaya pengontrolan akad musya>rakah  dari pihak BMT Marhamah 
Cabang Kalibawang Wonosobo dengan seseorang atau lembaga lain 
sebagai pembiayaan dengan menggunakan akad ini mendaftarkan diri 
menjadi anggota BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo, lalu 
anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan menggunakan akad 
musya>rakah . Pihak BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo akan 
meninjau bagaimana kondisi usaha dari pihak anggota yang akan 
melakukan pembiayaan, setelah itu pihak BMT Cabang Kalibawang 
Wonosobo akan mengkaji dan mengkalkulasikan berapa pembiayaan yang 
akan dikeluarkan tentunya dengan melihat beberapa besar pembiayaan 
yang diajukan oleh anggota. Saat berjalannya usaha pihak BMT Cabang 
Kalibawang Wonosobo akan melakukan pengontrolan bertahap untuk 
melihat jalannya usaha tersebut. Modal pembiayaan yang diberikan BMT 
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Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo kepada anggota berupa 
uang.
104
 
Berikut skema atau lajur dari awal pengajuan hingga pengontrolan: 
Tabel ke 3. Skema atau Lajur Awal Pengajuan Pembiayaan higga 
Pengontrolan 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sistem bagi hasil pada BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo 
  Modal adalah salah satu hal penting dalam memulai berjalannya 
bisnis. Dalam hal ini modal yang dimaksud adalah besaran pembiayaan 
yang diminta oleh pihak anggota, tentunya pihak BMT Marhamah akan 
mempertimbangkan besaran dan melihat sejauh mana kebutuhan  yang 
dibutuhkan oleh usaha yang dilakukan oleh anggota. 
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Calon 
Anggota 
Mendaftar 
menjadi 
anggota 
Pengajuan 
Pembiayaan 
Pihak BMT akan  
Meninjau usaha  
Keuntungan atau 
Kerugian 
Pihak BMT 
melakukan 
Pengontrolan 
bertahap 
Proyek 
 Usaha 
Bagi hasil akan 
dilakukan kedua 
belah pihak 
BMT akan 
mengkalkulasi 
besarnya 
pembiayaan 
yang akan 
dikeluarkan  
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  Semua usaha bisnis pastilah bertujuan untuk mendapatkan 
keuntungan. Dari hasil wawancara jika usaha bisnis yang dilakukan pleh 
anggota mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi 
hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan tersebut telah diatur 
diawal perjanjian dengan menggunakan akad musya>rakah. Prinsip 
perhitungan bagi hasil pembiayaan musya>rakah yang digunakan BMT 
Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo adalah Profit Sharing (bagi 
untung), dimana pendapatan hasil usaha yang dibagi merupakan 
pendapatan bersih, yaitu laba kotor dikurangi dengan beban usaha. Dengan 
mekanisme pembagian hasil sebagai berikut: 
  Besaran Pokok Pembiayaan x Nisbah Bagi Hasil 
  Berapa Kali Angsuran 
  Ketentuan sistem bagi hasil di BMT Marhamah Cabang Kalibawang 
Wonosobo yaitu dari pihak  BMT Marhamah Cabang Kalibawang 
Wonosobo sebesar 70% dan pihak nasabah 30%.
105
 
3. Hak dan Kewajiban  
a. Hak dan Kewajiban Nasabah  
1). Hak Nasabah 
a) Memperoleh modal dari BMT. 
b) Berhak untuk memperoleh konsultasi dengan BMT mengenai 
kendala dalam suatu usahanya. 
c) Berhak untuk mengelola usaha sesuai kespakatan. 
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1). Kewajiban Nasabah 
a) Melaporkan laporan keuangan usahanya kepada BMT. 
b) Menggunakan Modal Usaha sesuai dengan akad perjanjian. 
c) Membayar bagi hasil yang telah disepakati. 
b.  Hak dan kewajiban BMT 
1) Hak BMT 
a) Memperoleh bagi hasil setiap bulannya dari nasabah. 
b) Berhak melakukan pengawasan. 
c) Berhak melihat laporan dari mitra kerja setiap bulannya. 
2) Kewajiban BMT 
a) Memberikan proses legal. 
b) Membantu kesulitan nasabah atas kesulitan usahanya. 
c) Memberikan modal kepada nasabah (mitra kerja) yang telah 
disetujui pembiayaan.
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3. Penyelesaian Kerugian pada BMT Marhamah Cabang Kalibawang 
Wonosobo 
  Dalam berjalannya usaha bisnis tersebut bukannya mendapat 
keuntungan tapi sebaliknya yaitu kerugian, kerugian saat berlangsung 
pembiayaan akad musya>rakah  pihak BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo akan ditanggung bersama dimana pihak BMT 
tidak akan meminta nisbah setiap bulan tetapi hanya minta angsuran pokok 
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modal. BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo tidak akan 
menuntut kerugian akan tetapi anggota dituntut mengembalian modal yang 
dikeluarkan oleh BMT. Kerugian akan ditanggung BMT dengan syarat 
kerugian yang sifatnya karena kelalaian atau ada unsur-unsur yang 
mengakibatakan bangkrut karena kesengajaan itu menjadi tanggungan dari 
anggota. Tapi kalo sifatnya musibah atau tanpa adanya unsur-unsur diatas 
modal kita ikhlaskan. Dalam pengembalian modal jika anggota tidak 
mampu BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo tidak akan 
melelang jaminan jika anggota ada etika baik untuk mengembalikan.
107
 
4. Penyelesaian Sengketa pada BMT Marhamah Cabang Kalibawang 
Wonosobo 
  Setiap perjanjian usaha dilakukan dan usaha tersebut telah 
berjalan pasti dari pihak BMT atau anggota tidak akan mau adanya 
penyalah gunaan atau wanprestasi dari salah satu pihak. Saat hal ini 
terjadi kecurangan dari salah satu pihak misalnya dari anggota maka 
pihak BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo lebih 
mengedepankan Musyawarah mufakat agar tidak terkadi hal-hal yang 
tidak diingkan. Tetapi sebelum itu terjadi BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo akan melakukan pembinaan terlebih dahulu 
kepada para anggotanya. 
  Pihak anggota yang melakukan kecurangan membandel dari pihak 
BMT Marhamah Cabang Kaliwang Wonosobo juga bisa melakukan 
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tindakan tegas yaitu dengan jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa 
yang telah terjadi antara kedua belah pihak. Itu dilakukan jika semua 
usaha baik-baik tidak dapat membuahkan hasil.
108
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BAB IV 
ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA 
INDONESIA NO: 08/DSN-MUI/VI/2000 TENTANG AKAD 
MUSYA>RAKAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MUSYA>RAKAH  
DI BMT MARHAMAH CABANG WONOSOBO 
 
A.  Analisis Pelaksanaan Akad Musya>rakah di BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo 
 1. Akad Pembiayaan Musya>rakah 
  Dalam melakukan Pembiayaan Musya>rakah nasabah pertama-tama harus 
melengkapi syarat-syarat pembiayaan Musya>rakah pada BMT Marhamah 
Cabang Kalibawang Wonosobo sebagai berikut: 
a. Formulir Usulan atau Permohonan 
b. Copy KTP Permohonan dan Pemilik Jaminan (Suami Istri). 
c. Copy KK dan Surat Nikah. 
d. Copy Jaminan. 
e. Copy Struk Gaji/Penghasilan. 
f. Copy Rek Listrik dan PDAM. 
g. Surat Persetujuan Suami/Istri. 
 Biaya Administrasi, Materi, Notaris, Asuransi Jiwa, sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
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Setelah nasabah sudah melengkapi semua persyaratan. Selanjutnya 
pihak BMT  menindak lanjuti pengajuan pembiayaan dengan mensurvei 
ketempat nasabah dengan melakukan identifikasi melalui pihak ketiga 
(tetangga terdekat nasabah). Selanjutnya melakukan pendataan terhadap 
anggunan serta kelayakan terhadap usaha nasabah. Setelah pihak BMT 
mendapatkan data-data informasi dari lapangan, kemudian tim marketing 
menganalisa dan musyawarah hasil survei yang telah dilakukan. Selanjutnya  
pihak BMT menentukan besarnya pembiayaan yang akan diberikan di mana 
besarnya tersebut disesuaikan dengan keadaan di lapangan dan kemudian 
menentukan jadwal dilaksanakan akad. 
Pernyataan ijab dan qabul akad musya>rakah di BMT Marhamah 
Cabang Kalibawang Wonosobo menerangkan tentang sebagai berikut:  
a. Siapa sebagai pihak I dan pihak II, 
b. Pengajuan pembiayaan modal kerja, 
c. Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak, 
d. Jaminan sebagai penguat amanah, 
e. Keterlambatan pembayaran 
f. Dan keterikatan kedua belah pihak dengan penandatanganan surat 
akad pembiayaan musya>rakah. 
 Pelaksanaan akad pembiayaan musya>rakah berdasarkan 
wawancara dengan anggota BMT adalah nasbah harus melengkapi 
persyaratan seperti surat permohonan, ktp, kk, surat nikah, jaminan, struk 
gaji, persetujuan suami atau istri dan membayar biaya sesuai ketentuan 
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yang berlaku. Kemudian anggota mengajukan permohonan pembiayaan 
dengan menggunakan akad musya>rakah . Pihak BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo akan meninjau bagaimana kondisi usaha dari pihak 
nasabah yang akan melakukan pembiayaan, setelah itu pihak BMT Cabang 
Kalibawang Wonosobo akan mengkaji dan mengkalkulasikan berapa 
pembiayaan yang akan dikeluarkan tentunya dengan melihat beberapa 
besar pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Kemudian BMT 
melakukan perjanjian akad pembiayaan musya>rakah antara BMT dan  
nasabah yaitu untuk pengikat persetujuan serta untuk penetuan besarnya 
bagi hasil. Saat berjalannya usaha pihak BMT akan melakukan 
pengontrolan bertahap untuk melihat jalannya usaha tersebut. Modal 
pembiayaan yang diberikan BMT Marhamah Cabang Kalibawang 
Wonosobo kepada anggota berupa uang.
109
 
 Pelaksanaan akad pembiayaan musya>rakah BMT Marhamah 
Cabang Kalibawang Wonosobo telah sesuai dengan Prosedur dimana 
nasabah yang melakukan pembiayaan melengakapi persyaratan. Kemudian 
BMT melalukan survei nasabah untuk mengetahui kelayakan nasbah 
mendapat pembiayaan atau tidak kemudian keputusan besarnya 
pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Selanjutnya BMT dan nasbah 
melakukan kontrak akad pembiayaan musya>rakah untuk mengikat 
persetujuan dan menentukan bagi hasil. 
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2. Sistem Bagi Hasil Akad Musya>rakah 
 Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara BMT 
dengan nasabah yang presentasinya ditetapkan di awal perjanjian. 
Ketentuan sistem bagi hasil di BMT Marhamah Cabang Kalibawang 
Wonosobo  yaitu dari pihak BMT sebesar 70% dan pihak nasabah 30% 
sesuai dengan kontrak akad. 
Hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan BMT 
Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo, Prinsip perhitungan bagi hasil 
pembiayaan musya>rakah yang digunakan BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo adalah Profit Sharing (bagi untung), dimana 
pendapatan hasil usaha yang dibagi merupakan pendapatan bersih, yaitu 
laba kotor dikurangi dengan beban usaha. Untuk  mengetahui mekanisme 
bagi hasil akad musya>rakah sebagai berikut: 
Besaran Pokok Pembiayaan x Nisbah bagi hasil 
Beberapa Kali Angsuran 
 
Besaran pokok pembiayaan  akan dibagikan dengan beberapa kali 
angsuran, kemudian akan dikalikan dengan nisbah bagi hasil yang telah 
disepakati oleh kedua pihak, dari pihak anggota dengan pihak BMT 
Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo. Sehingga dapat menghasilkan 
besaran angsuran yang akan dibayarkan oleh pihak anggota sebagai pihak 
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permohonan pembiayaan akad musya>rakah di BMT Marhamah Cabang 
Kaliwang Wonosobo.
110
 
Lalu dilihat dari mekanisme bagi hasil akad musya>rakah dengan 
perkiraan bagi hasil sebagai berikut: 
Anggota BMT Marhamah Cabang Kalibawang wonosobo Bapak 
Muhdlofar melakukan pembiayaan musya>rakah untuk usaha jual bensin 
eceran sebesar Rp. 10.000.000,00. Dengan jangka waktu 6 bulan dan 
diangsur setiap bulan beserta bagi hasil. Nisbah yang disepakati anggota 
dan pihak BMT adalah 70%:30% dengan keuntungan rata-rata perhari Rp 
50.000,00 dengan nisbah bagi hasil untuk Bmt perhari Rp 12.000,00 yang 
berarti setiap bulan BMT mendapat nisbah sebesar Rp 360.000,00. 
 Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 
sistem bagi hasil akad musya>rakah telah sesuai dengan prosedur yang ada 
di BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo. Dimana sistem bagi 
hasil dilakukan di akad dengan porsi anggota dan pihak BMT adalah 
70%:30%. Dan nisbah diberikan diakhir bulan sesuai dengan perjanjian 
ditambah angsuran pokok pembiayaan perbulan. 
3. Hak Dan Kewajiban Para mitra 
c. Hak dan Kewajiban Nasabah  
1). Hak Nasabah 
d) Memperoleh modal dari BMT. 
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e) Berhak untuk memperoleh konsultasi dengan BMT mengenai 
kendala dalam suatu usahanya. 
f) Berhak untuk mengelola usaha sesuai kespakatan. 
1). Kewajiban Nasabah 
d) Melaporkan laporan keuangan usahanya kepada BMT. 
e) Menggunakan Modal Usaha sesuai dengan akad perjanjian. 
f) Membayar bagi hasil yang telah disepakati. 
d.  Hak dan kewajiban BMT 
3) Hak BMT 
d) Memperoleh bagi hasil setiap bulannya dari nasabah. 
e) Berhak melakukan pengawasan. 
f) Berhak melihat laporan dari mitra kerja setiap bulannya. 
4) Kewajiban BMT 
d) Memberikan proses legal. 
e) Membantu kesulitan nasabah atas kesulitan usahanya. 
f) Memberikan modal kepada nasabah (mitra kerja) yang telah 
disetujui pembiayaan. 
 Pelaksanaan akad musya>rakah di BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo berdasarkan wawancara terdapat hak dan 
kewajiban para mitra agar dapat tercapainya tujuan pembiayaan. Dalam 
penerapan musya>rakah  pihak BMT dan anggota menggabungkan modal 
merekan untuk usaha. Pihak BMT mempunyai kewajiban untuk 
memberikan modal kepada pihak anggota apabila telah disetujui dan 
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memberikan proses legal. Setelah BMT memberikan modal, dan juga 
mempunyai kewajiban untuk memantau dan memberi saran apabila 
terdapat kesulitan dalam pengelolaan usaha tersebut.Kemudian terdapat 
hak dari pihak anggota maupun pihak BMT. Pihak anggota mempunyai 
hak mendapatkan modal sesuai dengan perjanjian diawal. Sedangkan 
BMT mempunyai hak memperoleh bagi hasil dari anggota. Selain itu 
pihak BMT juga mempunyai hak untuk mengawasi.
111
  
 Hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pihak BMT Marhamah 
Cabang Kalibawang Wonosobo telah sesuai dengan prosedur. Dimana 
nasabah mendapatkan modal untuk melakukan usaha dan memberikan 
bagi hasil setiap bulan kepada BMT dan juga membuat laporan keuangan 
sedangkan pihak BMT juga melakukan pengawasan setiap bulan dengan 
memberi masukan jika usaha nasabah mengalami kesulitan. 
4. Penyelesaian kerugian  
 Kerugian akan ditanggung bersama dimana pembagian kerugian 
dengan syarat kerugian yang sifatnya karena kelalaian atau ada unsur-
unsur yang mengakibatakan bangkrut karena kesengajaan itu menjadi 
tanggungan dari anggota. Tapi kalo sifatnya musibah atau tanpa adanya 
unsur-unsur diatas kerugian akan ditanggung BMT. 
 Berdasarkan wawancara dengan pihak BMT kerugian saat 
berlangsung pembiayaan akad Musya>rakah pihak BMT Marhamah Cabang 
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Kaliwang Wonosobo akan ditanggung bersama dimana pihak BMT tidak 
akan meminta nisbah setiap bulan tetapi hanya minta angsuran pokok 
modal. Sedangkan kerugian yang tidak disebabkan oleh kelaian atau 
kesengajaan dari pihak nasabah maka modal akan kami ikhlaskan. Dalam 
pengembalian modal jika anggota tidak mampu BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo tidak akan melelang jaminan jika anggota ada 
etika baik untuk mengembalikan.
112
 
 Dilihat dari pelaksaan kerugian ditas telah sesuai dengan prosedur 
yang ada di BMT Marhamah Cabang Kalibawang dimana kerugian yang 
sifatnya kesengajaan atau kelaian akan ditangung nasabah tapi jika terjadi 
karna musibah atau ketidaksengajaan kerugian ditanggung BMT. 
5. Penyelesaian Sengketa 
  Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam 
memahami dan atau menafsirkan bagian bagian dari isi atau dalam 
melaksanakan akad ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan 
berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila 
usaha menyelesaikan musyawarah untuk mufakat dan tidak menghasilkan 
keputusan, maka dengan ini Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk 
dan menetapkan serta memberi kuasa kepada lembaga hukum dan atau 
Pengadilan Agama. 
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  Dalam wawancara salah satu anggota BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo mempunyai cara tersendiri menyelesaikan 
sengketa atau perselisihan yaitu dengan bertindak penyelesaian melalui 
musyawarah. Tapi apabila tidak diperoleh keputasan maka pihak BMT 
bisa bertindak tegas dengan menggunakan jalur hukum atau pengadilan 
agama.
113
 
  Maka penyelesaian sengketa di BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang telah sesuai Prosedur dimana pertama penyelesaian dilakukan 
secara musyawarah tapi jika tidak mencapai kesepakatan maka akan 
menempuh jalur hukum atau pengadilan Agama. 
B.  Analisis Kesesuain Akad Musya>rakah di BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Musya>rakah   
  Pelaksanaan akad musya>rakah  di BMT Marhamah Cabang Kalibawang 
Wonosobo harus sesuai dengan fatwa  
1. Pernyataan ijab dan qobul 
 Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). 
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 Peryataan ijab dan qabul BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo 
Seperti pihak nasabah mendatangi BMT Marhamah Cabang Kalibawang 
Wonosobo dengan maksud untuk melakukan pembiayaan musya>rakah. 
 Pernyataan ijab dan qobul yang dilakukan BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo telah sesuai dimana untuk menunjukkan kehendak  
nasabah mendatangi BMT. 
 a)    Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan 
       kontrak (akad). 
 Penawaran nasabah dengan melakukan permohonan pembiayaan dan 
BMT melakukan penawaran dengan brosur kemudian keduanya 
melakukan kontrak akad. 
 Telah sesuai dengan fatwa dimana pihak nasabah menerima ketentuan 
dari BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo  di dalam akad. 
 b).   Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
 Persetujuan nasabah menerima ketentuan semua ada didalam akad 
dibuktikan dengan nasabah melakukan penanda tanganan akad 
pembiayaan musya>rakah.  
 Telah sesuai dengan fatwa dimana semua yang dilakukan nasabah dan 
BMT dituangkan dalam akad. 
 c).   Akad dituangkan secara tertulis , melalui korespondensi, atau dengan  
      menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
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 Di BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo  pernyataan ijab 
dan qobul dituangkan dalam kontrak akad secara tertulis dengan 
persetujuan kedua belah pihak dan disaksikan oleh para saksi. 
 Pernyataan akad secara tertulis oleh BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo  telah sesuai dengan fatwa dimana akad harus 
dilakukan secara tertulis 
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-
hal berikut: 
a). Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan     
perwakilan. 
 Dalam syarat pengajuan pembiayaan nasabah melengkapi beberapa 
syarat seperti surat permohonan, ktp, kk, jaminan, surat nikah dll. 
Setelah itu pihak BMT melakukan pemeriksaan kemudian persetujuan 
pembiayaan dan putusan dimana semua langkah itu ditujukan apakah 
nasabah layak mendapatkan pembiayaan atau tidak. 
 Dari pemaparan diatas prosedur yang dilakukan oleh bmt sudah sesuai 
dengan fatwa dimana seorang mitra bisa diberikan kuasa untuk 
melakukan kerja sama bila melengkapi persetujuan diatas. 
b). Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan  setiap mitra 
melaksanakan kerja sebagai wakil. 
 Dalam pembiayaan musya>rakah di BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo menyediakan dana dan pengaturan porsi kerja 
telah ada dalam hak dan kewajiban dimana nasabah diberikan modal 
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kemudian porsi kerja telah disepakati dalam akad walapun keterangan 
tersebut tidak ada dikontrak akad. 
 Dari pemaparan diatas  penerapan akad tidak sesuai tetapi dapat 
dilihat bahwa menyediakan dana dan porsi kerja telah ada dalam hak 
dan kewajiban yang ada di di BMT Marhamah Cabang Kalibawang 
Wonosobo telah sesuai dengan fatwa 
c). Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musya>rakah dalam 
proses bisnis normal. 
 Dalam poin hak dan kewajiban nasabah melakukan usaha dimana 
modal boleh dikelola dan diatur nasabah sesuai kesepakatan. 
 Telah sesuai dimana nasabah bisa mengatur modal sesuai yang 
diingkan asalkan untuk usaha. 
d). Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk 
mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang 
untuk melakukan aktivitas musya>rakah dengan memperhatikan 
kepentingan mitranya, tanpa melakukan melakukan kelalaian dan 
kesalahan yang disengaja. 
 Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara nasabah dan BMT 
memiliki tugas masing-masing dimana nasabah melakukan usaha dan 
BMT melakukan pengawasan tetapi dalam akad tidak disebutkan. 
 Poin ini sesuai dimana dalam fatwa setiap mitra memiliki kewajiban 
masing-masing tanpa melakukan kesalahan begitu juga di BMT 
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Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo dimana nasabah dan BMT 
juga memiliki tugas masing-masing. 
e). Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 
menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. 
 Di BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo modal telah 
disepakati untuk usaha dimana setiap bukan nisbah dibagi bersama. 
 Telah sesuai dengan fatwa karena modal yang berikan BMT untuk 
usaha bersama dan kepentingan bersama. 
3). Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 
a).   Modal 
4) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang 
nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti 
barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, 
harus terledih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para 
mitra. 
 Dalam pemberian modal di BMT Marhamah Cabang Kalibawang 
Wonosobo kepada nasabah berupa uang tunai dimana nasabah 
menggunakan tenaganya untuk melakukan usaha. 
 Modal telah sesuai dengan fatwa dimana modal yang diberikan BMT 
berupa uang dimana dalam fatwa modal beruapa uang, emas, perak 
atau yang nilainya sama. 
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5) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, atau 
menghadiahkan modal musya>rakah kepada pihak lain, kecuali atas 
dasar kesepakatan. 
Kesepakatan dalam dalam akad terjadi antara dua belah pihak BMT 
dan nasabah untuk melakukan usaha tanpa ada pihak lain. 
Dilihat dari inti perjajian telah sesuai dengan fatwa dimana modal 
hanya untuk dikelola kedua belah pihak. 
6) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musya>rakah tidak ada jaminan 
namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat 
meminta jaminan. 
Sesuai dengan syarat permohan pembiayaan musya>rakah nasabah 
memberikan jaminan sebagai penguat amanah. 
Telah sesuai dengan fatwa dimana BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo meminta jaminan sebagai penguat amanah 
 
  b).   Kerja 
3) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 
pelaksanaan musya>rakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja 
bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan 
kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh 
menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban salah satunya mengarur porsi 
kerja dimana nasabah menjalankan usaha BMT mengawasi.  
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Porsi kerja telah sesuai dengan fatwa dimana porsi kerja tidak 
harus sama nasabah menjalankan dan BMT mengawasi.  
4) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musya>rakah atas nama 
pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing 
dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. 
Porsi kerja tidak tercantum dalam hak dak kewajiban nasabah 
dan BMT dimana masing-masing pihak telah memiliki porsi 
sendiri. 
Sesuai dengan fatwa karna porsi kerja telah tercantum dalam 
hak dan kewajiban  antara nasbah dengan BMT Marhamah 
Cabang Kalibawang Wonosobo telah sesuai. 
c.    Keuntungan 
5) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk 
menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi 
keuntungan atau penghentian musya>rakah. 
Keuntungan telah disepakati di akad dimana porsi nasabah 70% 
dan BMT 30%. 
Telah sesuai dengan fatwa dimana nisbah porsi ditetapkan 
diakad untuk menghindari sengketa. 
6) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional 
atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang 
ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 
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Dalam penetapan keuntungan telah disepakati diawal perjanjian 
kontrak akad dimana porsinya telah ditentukan tetapi jumlahnya 
tidak ditentukan diawal. 
Telah sesuai dengan fatwa dimana jumlah keuntungan tidak 
ditentukan diawal. 
7) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan 
melibihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan 
kepadanya. 
Kelebihan jumlah dalam keuntungan ini dalam pelaksanaan 
akad di BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo telah 
sesuai kesepakatan. 
Telah sesuai dengan fatwa dimana jumlah keuntungan diatur 
sesuai dengan kesepakatan. 
8) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas 
dalam akad. 
Pembagian keuntungan tertuangan dalam akad Pasal 1 dimana 
keuntungan di BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo 
70%:30%. 
Telah sesuai dengan fatwa dimana keuntungan telah tercantum 
dalam perjanjian kontrak akad. 
d.   Kerugian 
 kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional 
menurut saham masing-masing dalam modal. 
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 Kerugian di BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo 
ditanggung bersama dimana kerugian yang sifatnya karena 
kelalaian atau ada unsur-unsur yang mengakibatakan bangkrut 
karena kesengajaan itu menjadi tanggungan dari anggota. Tapi kalo 
sifatnya musibah atau tanpa adanya unsur-unsur diatas modal kita 
ikhlaskan. 
 Dilihat dari pembagian kerugian di atas terjadi ketidak sesuaian 
dimana dalam fatwa kerugian ditanggung bersama tetapi di BMT 
kerugian hanya ditanggung nasabah. 
4).  Biaya Operasional dan Persengketaan  
    a.   Biaya Operasional dibebankan pada modal bersama. 
  Di dalam pembiayaan akad musya>rakah Marhamah Cabang 
 Kalibawang Wonosobo biaya operasional dibebankan pada modal. 
  Telah sesuai dengan fatwa dimana sama-sama menekankan modal 
 sebagai biaya operasional. 
    b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi 
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakan 
melalui musyawarah.
114
 
 BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo mempunyai cara 
tersendiri menyelesaikan sengketa atau perselisihan yaitu dengan 
bertindak penyelesaian melalui musyawarah. Tapi apabila tidak 
                                                             
114
Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. 
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diperoleh keputasan maka pihak BMT bisa bertindak tegas dengan 
menggunakan jalur hukum seperti Badan Arbitrase Syariah atau 
pengadilan agama. 
 Telah sesuai dengan fatwa dimana sama-sama mengedepankan 
musyawarah kemudian jika tidak tercapai melakukan upaya 
hukum. 
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Tabel 1 
Kesesuaian akad musya>rakah di BMT Marhamah Cabang Kalibawang 
Wonosobo berdasarkan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Akad Musya>rakah 
NO  
Aspek 
Akad musya>rakah di 
BMT Marhamah 
cabang kalibawang 
Wonosobo 
Fatwa DSN-MUI 
No:08/DSN-MUI/ 
2000 Tentang akad 
musya>rakah 
 
 Keterangan 
1. Akad Ijab 
dan Qobul 
Dilakukan oleh kedua 
belah pihak, antara 
BMT dengan Nasabah  
untuk melakukan 
kontrak akad secara 
tertulis. 
Pernyataan ijab dan 
qabul dinyatakan 
kedua belah pihak 
untuk menunjukkan 
kehendak untuk 
mengadakan akad, 
akad dilalukukan 
secara tertulis 
Sesuai 
2. Pihak-pihak 
yang 
berkontrak 
harus cakap 
hukum 
Syarat  pembiayaan 
musya>rakah seperti 
surat permohonan, ktp, 
kk, jaminan, surat nikah 
dll. Setelah itu pihak 
BMT melakukan 
pemeriksaan kemudian 
Kompeten dalam 
memberikan atau 
diberikan kekuasaan     
perwakilan 
sesuai 
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persetujuan pembiayaan 
dan putusan dimana 
semua langkah itu 
ditujukan apakah 
nasabah layak 
mendapatkan 
pembiayaan atau tidak 
3. Obyek ( 
Modal, 
Kerja, 
Keuntungan 
dan 
kerugian. 
-Modal berupa uang 
tunai. 
 
 
 
-Partisipasi para mitra 
dalam pekerjaan 
kedudukan masing-
masing pihak tidak 
harus sama nasabah 
mengelola uasaha dan 
BMT mengawasi 
seperti tercantum 
dalam hak dan 
kewajiban nasabah dan 
BMT 
-Modal yang 
diberikan harus uang 
tunai, emas, perak, 
atau yang nilainya 
sama. 
-Partisipasi para mitra 
dalam pekerjaan 
merupakan dasar 
pelaksanaan 
musya>rakah; akan 
tetapi, kesamaan porsi 
kerja bukanlah 
merupakan syarat. 
 
 
 
Sesuai 
 
 
 
 
Sesuai 
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-Kesepakatan nisbah 
bagi hasil dimana 
keuntungan sudah 
ditetapkan dikontrak 
akad dimana BMT 30% 
dan nasabah 70%. 
 
-Kerugian karena 
kelalaian atau ada unsur 
kesengajaan tetap 
enjadi tanggung jawab 
nasabah. Tapi kalau 
sifatnya musibah 
kerugian ditanggung 
BMT. 
 
 
-Setiap keuntungan 
mitra harus dibagikan 
secara proposional, 
dan sistem pembagian 
keuntungan harus 
tertuang dengan jelas 
dalam akad. 
-Dibagi antara para 
mitra secara 
proporsional menurut 
saham masing-masing 
dalam modal. 
 
 
Sesuai 
 
 
 
 
 
 
Tidak 
Sesuai 
 
 
 
 
 
 
4. Biaya 
Operasional 
dan 
Persengketa
an 
pembiayaan akad 
musya>rakah  
Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo 
biaya operasional 
dibebankan pada 
Biaya Operasional 
dibebankan pada 
modal bersama 
 
 
 
Sesuai 
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modal. 
-Melalui musyawarah 
tapi jika tidak tercapai 
BMT bisa bertindak 
tegas melalui jalur 
hukum. 
 
-Penyelesaian 
dilakukan melalui 
jalur hukum Badan 
Arbritase Syariah 
setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui 
musyawarah. 
 
Sesuai 
 
 
  
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan pembahasan yang yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan pembiayaan akad musya>rakah di BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo. 
a. Dalam pernyataan ijab dan qobul pelaksanaannya telah sesuai 
prosedur dimana nasabah datang ke BMT untuk melakukan 
pembiayaan dan melakukan kontrak akad  musya>rakah, serta 
dituangkan secara tertulis. 
b. Pembagian Sistem bagi hasil di BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo porsinya ditentukan diawal dengan 
ketentuan sesuai dengan perjanjian. 
c. hak dan kewajiban di antara pihak bank dan nasabah telah sesuai 
prosedur, seperti pihak nasabah mendapatkan hak untuk 
mendapatkan modal yang digunakan untuk  usaha sesuai dengan 
kesepakatan awal dan memberikan laporan keuangan setiap bulan. 
Sedangkan pihak BMT mengawasi usaha nasabah juga membantu 
nasabah bila sedang kesulitan menjalankan usahanya. 
d. Penyelesaian kerugian ditanggung bersama antara nasbah dan pihak 
BMT dimana kerugian yang sifatnya karena kelalaian atau ada 
unsur-unsur yang mengakibatakan bangkrut karena kesengajaan itu
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e. menjadi tanggungan dari anggota. Tapi kalo sifatnya musibah atau 
tanpa adanya unsur-unsur diatas modal kita ikhlaskan.. 
f. Penyelesaian sengketa di BMT Marhamah Cabang Kalibawang 
pertama dengan musyawarah, apabila tidak berhasil maka 
diselesaiakan dengan jalur hukum. 
2. Analisis Kesesuain Akad Musya>rakah di BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad 
Musya>rakah   
a. Dalam pernyataan ijab dan qabul dinyatakan oleh para pihak 
dengan menunjukkan kehendak mereka apabila ingin melakukan 
pembiayaan musya>rakah, serta dituangkan dalam akad tertulis 
b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum telah sesuai 
dengan fatwa dimana dalam syarat pengajuan pembiayaan nasabah 
melengkapi beberapa syarat seperti surat permohonan, ktp, kk, 
jaminan, surat nikah dll. Setelah itu pihak BMT melakukan 
pemeriksaan kemudian persetujuan pembiayaan dan putusan 
dimana semua langkah itu ditujukan apakah nasabah layak 
mendapatkan pembiayaan atau tidak 
c. Objeknya telah sesuai dengan fatwa karena Modalnya berupa uang 
tunai. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan kedudukan masing-
masing pihak tidak harus sama sesuai dengan fatwa. Keuntungan 
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dporsinya ditetapkan diawal sesuai dengan fatwa dimana porsi 
ditentukan diawal untuk menghindari sengketa. Kerugian kerugian 
yang sifatnya karena kelalaian atau ada unsur-unsur yang 
mengakibatakan bangkrut karena kesengajaan itu menjadi 
tanggungan dari anggota. Tapi kalo sifatnya musibah atau tanpa 
adanya unsur-unsur diatas modal kita ikhlaskan dilihat dari hal ini 
tidak sesuai fatwa karena lebih memberatkan nasbah.  
d. Biaya Operasional dan Penyelesaian Sengketa dimana Biaya 
opersial telah sesuai dengan fatwa dibebankan pada modal 
kemudian penyelesaian sengketa juga telah sesuai dimana akan 
dilakukan musyawarah tetapi apabila tidak tercapai musyawarah 
tersebut maka akan diselesaikan dengan melalui jalur badan 
hukum. 
B. Saran 
1. Untuk BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo 
 Agar selalu menjunjung nilai kebersamaan, kemitraan, keadilan yang 
berkesinambungan yang menjadi kekuatan tersendiri untuk menarik 
kepercayaan masyarakat terhadap tingkat pengambilan pembiayaan. 
Hal ini untuk menumbuhkan saling kepercayaan antar kedua belah 
pihakbaik anggota dan pihak BMT Marhamah dalam pembiayaan 
musya>rakah. 
2. Untuk peneliti selanjutnya 
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 Diharapkan peneliti yang akan datang dapat mengembangkan 
pengetahuan yang berkaitan dengan implementasi dan dampak 
pembiayaan musya>rakah untuk modal usaha dengan catatan 
kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini hendaknya 
direfleksi untuk diperbaiki.
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
DAFTAR WAWANCARA 
 
1. Bagaimana sejarah BMT Marhamah, visi dan misi serta struktur 
organisasinya pak? 
2. Produk jenis apa saja yang dikelola oleh BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo? 
3. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan akad musya>rakah di BMT Marhamah 
Cabang Kalibawang Wonosobo? 
4. Bagaimana cara memperoleh akad pembiayaan musya>rakah? 
5. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi apabila akan melakukan 
pembiayaan akad musya>rakah? 
6. Dalam akad musya>rakah apakah ada akad atau perjanjian yang terjadi antara 
nasabah dan pihak BMT? 
7. Jenis musya>rakah apa yang digunakan oleh BMT Marhamah Cabang 
Kalibawang Wonosobo? 
8. Berapa jumlah nasabah yang sudah melakukan akad musya>rakah, khususnya 
tahun 2018? 
9. Dalam bentuk apa modal yang diberikan BMT kepada nasabah? 
10. Apa hak dan kewajiban nasabah dan BMT Marhamah Cabang Kalibawang 
Wonosobo dalam pembiayaan musya>rakah? 
11. Bagaimana BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo menentukan 
nisbah/bagi hasil? 
12. Bagaimana mekanisme bagi hasil pada akad pembiayaan musya>rakah? 
  
13. Pemasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi pada akad pembiayaan 
musya>rakah? 
14. Bagaimana mekanisme jika terjadi kerugian dalam akad musya>rakah? 
15. Dalam akad musya>rakah apakah ada jaminan yang diminta oleh pihak BMT 
kepada nasabah? 
16. Usaha apa saja yang biasanya digunakan oleh nasabah? 
17. Bagaimana penyelesaian bila terjadi sengketa dalam akad musya>rakah? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
Wawancara Manager BMT Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo Bpk 
Rony Prasetyo. 
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